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Pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapat
menyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif Penyediaan pelayanan
publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat dengan masyarakat
sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan kebutuhan publik

Pendidikan merupakan salah salu bidang Kehidupan yang menjadi tolok ukur
kesejahteraan masyarakat Dalam konteks desentralisasi. bidang pendidikan merupakan
salah salu kewenangan yang diberikan cleh pusat kepada pemerintah daerah Hal i
berarti, bahwa pemerintah pusal menyadan makna penting kontribusi daerah dalam
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas negara adalah mengorganisasikan dan mengintegrasikan
kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah lercapainya tujuan-tujuan
masyarakat Negara menentukan bagamana kegiatan-kegiatan asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan salu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional
(Budiarjo, 2008:48). Tujuan nasional umumnya dinyatakan dalam konstitusi negara
yang sebenarnya merupakan cita-cita masyarakal secara menyeluruh.

Pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan
negara Indonesia yaitu melindungl segenap bangsa dan seluruh lumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Isi alenia tersebut merupakan tujuan dari
negara kesejahteraan (Gadjong, 2007:1).

Peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di atas dapat dilakukan
melalui dua cara. Pertama membenkan pengaturan, di mana pemerintah membuat
aturan-aturan yang dapat menjamin keleraturan sosial. Kedua, pemerintah (daerah)
menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, pekerjaan. kesehatan

dan sebagainya.

Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bukan merupakan hal yang mudah
dan sederhana. Semenjak kemerdekaan, Indonesia telah berulangkali melakukan
pergantian pemerintahan. Secara agregal, tingkat kesejahteraan masyarakat yang
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dicapai masih relatih kurang baik. Indikasinya, Indeks Pembangunan Manusia (P,
negara Indonesia menurut laporan United Nations Development Programme
(UNDP) tahun 2004. 2005. 2006 menunjukkan bahwa posisi Indonesia magij
berada di peringkat bawah.

Laporan UNDP tersebut tentu saja berdampak bagi negara Indonesia dalam
interaksi global Di mata dunia, Indonesia adalah negara besar yang bemilai kegj
Indonesia belum berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang efisien sehingga
mengakibatkan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kegagalan menjalankan pemerintahan yang efisien sebenamya telah
berangsung sejak tahun 1970 an sampal dengan abad 21. Krisis kemampuan

memenntah ini telah menjadi agenda internasional penting yang perlu mendapatkan
solusi. Menurut Wahab ( 2001 43):
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memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu
mengatur penyediaan beragam pelayanan kepada publik

Pada konteks pemerintahan demokrasi, interaksi antara publik dan
pemenntah menjadi suatu hal yang wajar. Publik merupakan bagian dan sistem
politik yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kerja sistem
politk. Melalui konsep partisipasi, publik dapat mengontrol jalannya sistemn
pemenntahan, sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi kepada
kepentingan publik,

Dalam catatan ketatanegaraan, Indonesia telah memiliki sebanyak tujuh
undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerinlah daerah yaitu
UU no. 1 tahun 1945, UU no. 22 tahun 1848, UU no. 1 tahun 1957, UU no. 18 tahun
1965, UU no. 5 tahun 1974, UU no. 22 tahun 1999, dan UU no. 32 tahun 2004,
Kelahiran UU tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah memiliki komitmen

untuk mencapai tujuan negara melalui konsep pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan mendasar sejak diimplementasikan Undang-Undang
Otonomi Daerah berupa pemberian wewenang yang lebih luas dalam
penyelenggaraan beberapa bidang pemenntahan. Seiring dengan bertambah
luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat
mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan
kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001:5) :

“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan
pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakal. Dengan demikian desentralisasi sebenarmnya
menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagal
masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan
masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut
otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan
kepada daerah atau pemerintah daerah”.

Dalam era otonomi daerah, ditunlul peranan pemerintah daerah untul
memberikan kesejahteraan kepada masyarakal daerahnya dengan menyediakan
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blik tersebut tidak
public services yang dibutuhkan, pemenuhan kebutuhan pu

. : membuka

sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah :ams‘bl b d ?a"
- mbi lan

memberi kesempatan kepada institusi di luar pemerintah untuk a ag alam

memberikan dan melayani kepentingan publik

Pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi k_epada dau_arah
dapat menyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Per.ryedsaan
pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat

dengan masyarakal sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan
kebutuhan publik.

Prasojo,dkk (2006:21-22) mendesknpsikan kaitan antara desentralisasi dan
pelayanan publik sebagai berikut -

1. masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan di tingkat lokal, karena langsung
berpengaruh kepada masyarakat Partisipasi masyarakat

dalam pelayanan publik aka meningkatkan akseptansi dan
dukungan masyarakat.

2. komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat

akan lebih intens dan mudah. Desentralisasi memindahkan
lokus pemerintahan dari pusat ke daerah.

3. kian]E pem&ﬂnlah daerah akan lebi =
kesadaran dan keperca h akuntabel karen

aan ; o
Desentralisasi  padg e y masyarakat lebih tinggi

sensinya adalah meningkatkan
pengawasan masyarakat dalam pelayanan publik’ o
4. salah satu fungsi desentra

lisasi adalah uatan lembaga -
lembaga lokal. Dalam Penguatan lem
lokal ini merupakan wadan & arti ne” LOlik, lembaga-lembaga

secara politik desentralisasi dapat men
integrasi nasional, Desentraiisasi dq
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Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolok ukur
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan
merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah
daerah. Hal ini berarti, bahwa pemerintah pusat menyadari makna penting kontribusi
daerah dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan sesuai dengan
potensi masing-masing daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas pemerintahan
Kota Tangerang yang berfungsi menangani bidang kependidikan dan kebudayaan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari pemerintahan daerah

yang menjalankan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan di daerah otonom.

Berdasar data awal, problem pelayanan dasar khususnya dalam bidang
pendidikan belum memadai. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
bidang tersebut masih keteteran dibandingkan target-target nasional. Data
menunjukkan sampai dengan tahun 2005, tingkat pendidikan penduduk Kkota
Tangerang usia 10 tahun ke atas sebagian besar hanya tamat sekolah dasar,
sementara yang belum/tidak tamat SD/sederajat besarnya mencapai 59,02 persen,
meliputi 32,18 persen tamat SD/sederajat dan 26,85 persen yang tidak/belum tamat
SD.

Sementara itu, untuk penduduk dengan tingkat pendidikan menengah /
lanjutan, yang telah menamatkan pendidikan setingkat SLTP sekitar 17,53 persen
dan SLTA 19,73 persen. Jumlah penduduk yang masih buta huruf pun relatif tinggi
yakni 5,28 persen (Banten Dalam Angka, 2005).

Secara internasional, posisi Indonesia seperti dalam laporan terakhir yang
dipublikasikan pada November 2007, EDI (Education Development Index)
mengompilasi data pendidikan dari 129 negara di seluruh dunia. Indeks ini dibuat
dengan membagi tiga kategori penilaian, yaitu nilai EDI tinggi, sedang, dan rendah.
Total nilai EDI diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu
angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas,
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B. Permasalahan dan Rumusan Masalah

Birokrasi masih menjadi andalan bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan
pelayanan publik. Birokrasi selalu menjadi muara komplain masyarakat jika
pelayanan publik yang diberikan kurang sesuai dengan harapan

Secara konseptual memang terdapat beberapa model pemerintah daeranh
dalam memberikan pelayanan kepada publik. Leach, Stewart, & Walsh (1994.:239)
mengenalkan model pelayanan publik yang paling banyak dianut oleh negara di
dunia yaitu model traditional bureaucratic authority. Alternatif perubahan dari model
traditional bureaucratic authority tersebut menuju tiga model alternatif yang dinilai
lebih ideal, yakni residual authority, market-oriented enabler, dan community-
oriented enabler. Ketiga model ini bermuara pada konsep yang sama, yakni
enabling authority.

Berdasar survei awal dapat dinformasikan bahwa beberapa persoalan
yang dihadapi pemerintah Kota Tangerang dalam bidang pendidikan yaitu dari
segi kualitas pendidikan, dimana didalamnya termasuk kualitas kunkulum,
kualitas guru, dan kualitas manejemen pendidikan; dan segi kesetaraan dan
aksesbilitas untuk memperoleh pelayanan pendidikan baik sarana maupun

prasarana.

Dari segi kualitas pendidikan, persoalan yang muncul adalah seputar
muatan kurikulum yang belum selesai dengan harapan dari kebutuhan dunia
tenaga kerja. Di samping itu kualitas pendidikan juga menyangkut persoalan
seputar kualitas guru yang masih kurang profesional, karena minim pengalaman
dan komitmen mendidik, serta kualitas manajemen pendidikan secara umum
yang masih kurang baik.

Sementara itu, dari kesempatan, kesetaraan dan aksesibilitas, persoalan
yang muncul, adalah rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan bagi
semua orang tanpa memperhatikan status sosial. Angka putus Sekolah dan buta
huruf menjadi satu persoalan pendidikan di Kota Tangerang.
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DE PENELITIAN. Pada bab ini disajikan

bel-variabel yang diteliti dalam tesis ini. Tegy.

rfikir dan vana
kerangka be tara lain konsep-konsep tentang

teori yang dikaji dalam penelitian ini an

pelayanan publik, paradigma pelayanan, dan  mode|

desentralisasl,

pelayanan publik.

Metode penelitian merupakan tahapan yang d
n tesis ini dilakukan dengan

ilakukan secara sistematis

didalam melakukan penelitian. Penelitia
menggunakan beberapa konsep yang mencakup SIS can panaskata
penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data dan rencana
analisis data, operasionalisasi konsep, serta penyusunan instrumen
pengumpulan data penelitian.

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. Bab ini berisi gambaran umum
obyek pengamatan yang berisi tentang gambaran kota Tangerang, struktur
organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tugas Pokok dan Fungsi,

dan gambaran kinerja pelayanan publik bidang kependidikan.

Analisis Data Penelitian. Pada bab ini berisi analisis tentang model

pelayanan publik serta perubahan model yang cocok. Pada bab 4 (empal)

ini disa_jikan tentang cakupan bidang layanan publik yang diselenggarakan

uensi dari dinami o
di Kota Tangerang, an dinamika masyarakat yang terjadi
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BAB Il
KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Kerangka teor disusun untuk memberikan jawaban secara konseptual
terhadap rumusan permasalahan. Dalam bab ini akan dibahas konsep-konsep yang
berkaitan desentralisasi, konsep pelayanan publik, paradigma pelayanan publik, dan
model pelayanan publik.

A. Konsep Desentralisasi

Membahas konsep desentralisasi tidak bisa dilepaskan darl konsep
sentralisasi. Sentralisasi dalam konteks organisasi merupakan salah satu dari
dimensi struktur organisasi. Sentralisasi diartikan sebagai pengambilan keputusan
organisasi dilakukan cleh manajemen tingkal atas. Selain manajemen tingkat alas,
pengambilan keputusan juga bisa dilakukan oleh unit-unit fungsional yang tersebar
dalam organisasi atau desentralisasi. Hal im berarti bahwa sentralisasi dan
desentralisasi itu berkait dengan subyek mana dalam organisasi yang memiliki
kewenangan untuk membuat keputusan (Robbin, 1995:117).

Sentralisasi dan desentralisasi mendapatkan pemaknaan yang menimbulkan
polemik antar pakar. Di satu sisi, konsep tersebut dipandang sebagai sesuatu yang
dikotomis, di sisi lain, konsep tersebut diyakini sebagai sesuatu konsep yang
kontinum. Terlepas dari argumen mana yang paling banyak diterima, konsep
sentralisasi dan desentralisasi sangat bermanfaat untuk menjelaskan bentuk-bentuk
kewenangan dalam organisasi publik dan privat.

Desentralisasi nampaknya telah diterima secara universal. Desentralisasi
diakomodasi dalam berbagai sudut pandang yang berbeda suatu negara
(Smith: 1985.18). Terdapat banyak variasi cara untuk mendefinisikan desentralisasi.
Berdasar studi yang dilakukan oleh Cohen dan Peterson (1999:20-24) terdapat
enam pendekatan untuk memahami desentralisasi yaitu basis sejarah, fungsi dan
hirarki, problem-problem yang dialamatkan pada nilai investigator, pola fungsi dan

11
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barang dan pepelayanan publik, definig;
n

- ko
struktur administrasi dalam menyedia

tujuan dari desentralisas!

- m
Pengertian desentralisas! pemerintahan lokal yang

ingkat
kewenangan dan pemerintah pusat kepada NG

otonom. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan “"‘t o
dan diskresi dalam rangkat mengembangkan potensi daerah. Se . asikal,
kewenangan yang dimaksud berupa kewenangan-kewenangan selain yang
pertahanan, luar negeri, keuangan, agama,

uk melakukan improvisas

ditangani oleh pemerintah pusat seperti
dan sebagainya

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah
pusat untuk mengalokasikan kewenganannya. Alderfer dalam Ichsan (2003:18)
menyatakan bahwa desentralisasi berarti pemerintah pusat memberi kewenangan
kepada unit-unit lokal dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Unit-
unit lokal dapat menjalankan penilaian, inisiatif dan pemerintahannya sendiri.

Putman, dkk (1998:6) menyatakan bahwa desentralisasi dibagi ke dalam dua
ipe yaitu desentralisasi politk dan aministrasi desentralisasi Pembagian tipe
risseciraiieas) int didasarien kopaa sisgs olorites diberikan. Desentralisasi politk
terjadi ketika otoritas didelegasikan kepada legislatif. Deseniralisasi administras

Menurut COHFBI'S {1933.’102}1 dﬁ“ﬂlfilill!i dapat diﬂwnga i dalam dua

deko : .
kewenangan politik yang ditetapkan secara nsentrasi. Devolusi merujuk pada

12
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milthan umum tingkat

Ogan jabatan dilaksanakan melalui mekanisme pe o daﬂt.h
> ' govemment berart pemerintahan lokal yang dilakukan ol
Kedus, loca/ |

tahan lokal Pemerintah local ( pemerintah daerah ) menjalankan $ejumiz
Ppemanntahan
tugas dan fungsi tertentu yang menjadi bagian integral dan pemerintan
Ketiga. local government berarti daerah olonom. Local gaverﬁmanf mefr..;m ot
untuk menjalankan pemerintahan sendin. Pada konteks ini pemerintah dae,.,

menjalan |
memiliki pemernntahan sendiri yang berbasiskan polensi yang ada di daerahnya

Selanjutnya Rondinell, dkk dalam Meenakshisundaram (1999:55.54,
membagi jenis desentralisasi. Pertama, deconcentration yang berarti penyerahan
Sejumiah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang
lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah, Kedua, delegation yang
berarti perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar
struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung dikontrol cleh pemeriniah
pusal. Kehga, devolution yang berarti pembentukan dan penguatan unit-unt
pemenntahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar
kontrol pemerintah pusat. Keempat, privatization yang berarti memberikan semua
tanggung jawab atas fungsifungsi kepada organisasi non pemerintah atau
perusahaan swasta yang independen dar pemerintah
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penyerahan kewenangan dan kekuasaan, desentralisasi sebagai pelimpahan
kekuasaan dan kewenangan, desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan, dan

desentralisasi sebagai sarana dalam pembentukan daerah pemerintahan
B. Hakikat Publik

Sebelum membahas lebih dalam tentang pelayanan publik, terlebih dahulu
dikarifikasikan secara jelas makna publik. Konsep publik mengacu pada dua hal
penting yaitu segala aklivitas yang mencakup kepentingan publik dan adanya
intervensi  pemerintah dalam aklivitas tersebut. Jadi, aktivitas apapun yang
melibatkan kepentingan masyarakat (publik) dan pemerintah ikut terlibat di
dalamnya, maka dipastikan kegiatan tersebut memenuhi kriteria publik.

Karakteristik sektor publik menurut Ronson (1994:53-62) diantaranya;
pertama, non marketability artinya bahwa produk sektor publik tidak semua bisa
dikelola dengan menggunakan hukum pasar. Kedua, eksistensi dari perbedaan
informasi antara pembuat atau penyedia praduk dan konsumen. Konsumen tidak
mengetahui secara pasti berapa unit biaya yang dikeluarkan dalam penentuan tarif
barang publik. Keliga, akuntabillitas yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat sebagai wujud imbal balik dari pembayaran pajak masyarakat. Kegiatan
pemerintah dibiayai oleh pajak, sehingga publik dapat melakukan tindakan komplain
jika pemerintah tidak menyediakan pelayanan publik yang baik Keempat,
diselenggarakan oleh organisasi birokratik. Organisasi birokratik merupakan institusi
yang lebih dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, meskipun dalam
perkembangannya lembaga tersebut dapat berkolaborasi dengan pihak swasta.
Kelima, strategi dan pengelolaan pelayanan berdasarkan pada norma.

Haque (2001:66-67) memberikan krileria mengenai tingkatan kepublikan
(degree of publicness) yang mencakup

a. the extent of its distinction from the private sector

b. the scope and composition of service recipients

¢. the magnitude and intensity of its socioeconomic role
d. the degree of ils public accountability

e the level of public frust
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Sementara itu Savas (2000:17) memberikan gambaran lentang baranq

publik dan privat dengan uraian diagram segi empat. Diagram lersebut inj jug,
mengandung dua dimensi yang sama, yakni exclusion dan consumption. Ujng
skala menunjukkan titik ekstrem dan setiap dimensi. Eksklusi mempunyaj duz
ujung yakmni dapat (feasible) di satu sisi dan tidak dapat dieksklusi (infeasible) g
ujung sisi lainnya. Konsumsi juga memiliki dua ujung, yakni konsumsi bersamg
(joint) di satu sisi dan konsumsi perorangan (individual) disisi yang lain.

Empat sudut dari diagram dasar tersebut berhubungan dengan bentyk
ash dan kombinasi antara konsumsi dan eksklusi. Sudut-sudut tersebut adalah
(1) individual goods (dan senng pula disebut sebagai private goods) yang berani
barang dan jasa yang dikonsumsi secara perorangan murni diikuti dengan
eksklusi yang benar-benar dapat dilakukan; (2) tolf goods yang bermakna
barang dan jasa yang dikonsumsi bersama murni diikuti dengan eksklusi yang
Capat dilakukan, (3) common-poll goods yakni

| _ barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi secara perorangan akan tetapi eks s

klusi tidak dapat dilakukan. (4)
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publk merupakan konstituen pemerintah yang membiaya kegialan pemerintah
dalam pembangunan melalui mekanisme penarikan pajak. Publik mengharapkan
pelayanan yang lebih dari pemerintah dalam banyak bidang kehidupan publik

Batinggi (2002:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai “perbuatan atau
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, mengurus hal-hal yang diperiukan
khalayak ramai. Sementara itu, Thoha (1999.137) mendefinisikan pelayanan
masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelormnpok
orang atau institusi tertentu untuk memben kemudahan dan bantuan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Konsep pelayanan publik menurut telusuran literatur telah dikenal dalam
kasanah ilmu administrasi publik. Sampai saat ini telah muncul beberapa paradigma
tentang pelayanan publik. Pergeseran paradigma yang terjadi lebih disebabkan
sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Berikut
akan disajikan perbedaan paradigma pelayanan publik yang meliputi paradigma
administrasi tradisional, paradigma the new public management, dan paradigma the
new public service.

D. Paradigma Pelayanan Publik

Uraian tentang paradigma pelayanan publik sama artinya dengan penjelasan
tentang pembaruan dalam bidang pelayanan publik. Reformasi (pembaruan)
pelayanan publik merupakan bagian dan reformasi (pembaruan) administrasi.
Reformasi administrasi merujuk pada perubahan paradigmatis berkait dengan suatu
fenomena tertentu.

Berkail dengan pernyataan di atas, Dwiyanto (2005:143) menyatakan bahwa
menurut perspekiif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari
model admininstrasi publik lama (old public administration) ke model manajemen

publik baru (new public management) dan akhimya berubah ke model pelayanan
baru (new public sefvice).

17
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Perbandingan konsep pelayanan publik d
paradigma tersebut selanjutnya dijelaskan s |
diawall dengan konsep paradigma administrasi kuno, manajemen

engan mengaunakan ketig,
ecara rinci dalam uralan berkut. Uraigy
publik barny dan

pelayanan publik baru.

1. Paradigma Administrasi Tradisional

Pelayanan Publik berdasar paradigma Administrasi Tradisional seperti yang
dijelaskan oleh Denhardt dan Denhardt (2002:11-12) mencakup tujuh hal yaity

&

2.

I8

Pemenntah memfokuskan penyediaan pelayanan publik melalyi
lembaga-lembaga pemenintahan yang ada dan memiliki kewenangan
Administrasi dan kebijakan publik lebih konsen pada desain dan
implementasi kebijakan yang dilakukan secara sepihak, secara politik
tujuan telah dirumuskan
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Berdasar kondisi di atas, publik berharap suatu perubahan model
administrasi modern yang mampu memberikan kepuasan publik, bertanggung
jawab, desentralisasi, serta memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang lebih
bak. Perubahan model pelayanan yang birokratis tersebut melahirkan model
administrasi modern. Kelahiran administrasi modern ini sebagai salah satu wujud

kritik terhadap model pelayanan yang cenderung kaku dan kurang efisien.

Hughes dan Minogue dalam Sarkesh (2006) menyatakan bahwa alasan
kelahiran NPM diantaranya berkait dengan pemerintahan terlalu luas sementara
sumber daya terbatas, pemerintah menjalankan banyak aktivitas, intervensi negara
menyebabkan inflasi. pembengkakan biaya, serta pembengkakan birokrasi. Secara
tegas Hughes menyorol lentang pola kerja administrasi tradisional yang kurang
efisien, biaya tinggi, korupsi, kaku, kurang akuntabel, dan tidak cocok lagi
digunakan di era masyarakat yang dinamis.

Hughes dalam Brendan C. Nolan (2001. XX) menyatakan terdapat empat
alasan pemerintah mempertanyakan kemampuan system tradisional dapat efektif

mengelola pelayanan public. Keempal alasan tersebut yaitu

1 akhir tahun 1970an penenmaan pajak menurun dan pemerintah
menghadapi banyak kendala sumber daya, dan pada saat yang sama
politik tidak dapat mengurangi penyediaan pelayanan public. Pelayanan
public dipertanyakan sama atau meningkat dengan adanya
pengurangan dana dan staf yang berkurang
2‘Wﬁmbﬂudlm.m.s&mﬂamdﬁnwﬂ
pada akhir 1970 an dan 1980 an telah mematangkan ide bagaimana
merubah manajemen pelayanan publik

3 secara eksplisit terdapat hubungan antara restrukturisasi ekonomi dan
untuk meningkatkan persaingan tanpa meningkatkan aparatnya. _

¢_mmmmwmmmmm
lebih efisien.

Hughes menyatakan bahwa pada model tradisional, pelayanan publik
muﬂmwm.mmmwmmuMIm
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v

yang baik
Berdasar beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahw_a pelayang,
tradisional cenderung merugikan pyg;
publik dengan menggunakan konsep |
Birokrasi sebagai mesin pelayanan publik tidak rnan_1pu tjef(erjé SEcarela optimal
Gambaran kelidak mampuan sistem administrasi tradisional ini terlihat dari berbagy
kritik yang muncul. Umumnya, kritik terhadap pelayanan publik tradisiong
mencakup hal-hal berikut administrasi bersifat tertutup dan keterlibatan masyaraky
sangat rendah, efisiensi sebagai ukuran kerja bukan responsitas, mods
administrasi lebih bersifat top down dan dilaksanakan secara hirarkis, pengambilan

keputusan didasarkan pada pilihan rasional birokrat, dan perilaku  birokrasi
menimbulkan masalah (red tape)

2. Paradigma New Public Management (NPM)

The NPM mengacu pada sekelompok de-ide kontemporer dan pengalaman-

Di
dalam mﬁkaniﬁma kompatj!i pas m Haqua {20
ar

sektor pemerintah, Untuk it an lebip efisien

berkonsentras; pada bidang k“:':“ P!rnarin[ah
nan

07:180) menyatakan bﬂ""’_
dari pada sistem mono”
harus dikurangi sehingga dap?

nuﬂakan hﬂkum saja.
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Bartley dan Larby dalam Magque (2007:180) menyatakan bahwa pemerintah
perlu menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pasar dalam menyediakan
barang dan pelayanan publik. Hal ini dilandasi oleh teori pilihan publik yang intinya
menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan tindakan yang lerbaik lerhadap
publik yang sebenarnya merupakan slakeholder pamerintah

Menurut Polilit dan Bouckaert (2006:6) new public management merupakan
alat untuk mencapai tujuan yang beragam yakni a) membuat adanya labungan
ekonomis dalam belanja-belanja publik oleh pemerintah guna memperbaiki kualitas
layanan publik, b) lebih mengefisienkan kerja pemerintah dan meningkatkan
kesempatan kebijakan yang dipilih dan dilaksanakan secara efektif. Selain itu, new
public management sebagai alat untuk mencapal tujuan menengah diantaranya a)
menguatkan kontrol politisi terhadap birokrasi, b) membebaskan pejabat publik dan
tekanan birokrasi yang menghambat kesempatan untuk mengelola dan
meningkatkan akuntabilitas ke lembaga legislatif, dan kebijakan serta program-

programnya kepada rakya.

Berdasar uraian di atas dapat dijelaskan bahwa konsep new public
management muncul berbasis inspirasi dari teori pilihan publik, manajemen pasar,
sektor privat, teori agensi. Konsekuensinya, konsep manajemen publik memiliki
karakter yang merupakan akumulasi dan teori dasar pembentuknya. Hood dalam
Nolan (2001:xxiii-xxiv) mengidentifikasi karakteristik NFM yaitu

a. ditangani secara profesional yang berarti akiif, visibel, diskresi

dari organisasi. Akuntabilitas menyaratkan tanggung jawab mp'm"g'l WeseR
b, pengukuran kinerja menggunakan standar yang jelas, yang

akuntabilitas memerlukan persyaratan kejelasan pernyat berarti bahwa

indikator,dan target

menekankan pada pengendalian out put,

Menekankan pada praktik manajemen privat dan menekankan disiplin
Menekankan kompetisi dan menekankan ketidakseragaman dalam tiap unit

kerja

Pelayanan publik yang mengadopsi dan mengadaplasi konsep-konsep prival
yang diuraikan di atas, diyakini dapat mewujudkan perbaikan manajemen
| Reformasi manajemen publik global memiliki cirl-cirl sebagal benkut |

®»ap

seperti
publik globa
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pubilik lebih banyak dengan lingig
jebih kel Kedu3. insentif mekanisme pasar unty,

e iit pelayanan publik yang lebih iyag
menghilangk kit birokrasi; Ketiga, alterna
v pat, akuntabilitas yang lebih baik dengan

mengurangi monopol, Keem
:::;men desentralisasi, Kelima pemisahan antara regulator dan pelaksang
pelayanan dalam pelayanan publik; dan Keenam, focus pelayanan pada ouf put dan

oul come, dan pada proses dan struktur (Denhardt & Denhardt, 2002°14)

Konsep NPM seperti yang diuraikan di atas, ternyata mendapatkan reaks:
keras (kritikan) Kritkan terhadap NPM minimal mengacu pada dua hal yaity
pertama, nilai yang dipromoskan dalam konsep tersebut lebih mengarah pada
semangat prvat Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerancuan hubungan
pemenntah dengan masyarakat Masyarakat dalam konsep ini dianggap sebaga
konsumen Konsekuensinya, masyarakal dengan kemampuan ekonominya dapat
menolak atau memilih pelayanan publik yang disediakan oleh pemenntah Kedua,
desentralisasi dan koordinasi sangat diperiukan dalam sector publik, sehingga

Nilsi-nilai ‘_ rausahaan dikuatickan dapat merusak nitai-nilai demokrasi yang
menjadi basis hubungan negara dan masyarakat

3. Paradigma New Public Service (NPS)
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h bﬂﬁokus pada konstruks) h“hunui”

' cdi anta
. ara aa

mun

pelanggan, na o
n, dan kolaboras! denga

kepercayaar, fokus untuk membangun hubuﬂqan

\ ik
lik harus mem!
Pelayanan pub asi antar warga Masyarayy

¢
berdasarkan kepercayaan, kolabo 5
melebihi respon terhadap tuntutan masya _

memenuhi kepentingan publik; administrasi publik harus berkontripy,,

terhadap pembangunan kolektif, berbagi ide-ide untuk kepentings,
publik. Tujuan tidak terlalu penting dicapai dalam konteks pjjy,,
individu. Lebih dari itu, kreasi dari berbagi kepentingan dan membag

responsibilitas.

- nilai kewarganegaraan melebihi nilai kewirausahaan; Kepentingan
publik lebih utama dengan pelayanan publik dan komitmen
masyarakat untuk membuat kontribusi yang sangat berarti bag
masyarakat.

- berfikir stratejik, bertindak Secara demokratis, politik dan program-

program yang mempertemukan keinai
: Nginan publik pali P e
melalui upaya kolektif dan kolaboratif R ot

- memerluk .

fciiy an blpertanggunglawaban ¥ang tidak sederhana: apard
n n 1 ¥ '

taat hnkumpuda: ,:“ﬁ hb m Perhatian dari pada pasar, mereka has

ONSttusi, nifaj.pja; social, norma politik, standa
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e Membanty a Publik nilaj . o
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7. nilai manusia, bukan hanya produktivitas; organisasi publik dan

jaringan kerjanya di mana partisipasi membuat sukses dalam jangka

panjang jika dilaksanakan melalui proses kolaborasi dan pembagian

kepemimpinan berdasar pada menghormati setiap orang.

Berkait dengan perubahan paradigma dalam pelayanan publik, Denhardt dan
Denhardt dan Denhardt (2002.27-28), menyajikan perbandingan pelayanan publik
dalam tiga perspektif yaitu administrasi publik tradisional, New Public Management,
dan New Public Service. Ringkasan perbandingan ketiga perspeklif tersebut
diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Paradigma Pelayanan Publik

Unsur Administrasi Publik | New Public | New Public Service
Pembeda tradisional Management
Teor utama dan | Teori  politik, social | Teori ekonomi, | Teori demokrasi,
fondasi dan politik positivis positivis, intepretatif, dan
epistemologi postmodern
Rasionalitas Rasional dan | Rasionalitas Rasionalitas formal dan
dan model | administrative man teknis dan | strategic
hubungan ekonomis,
perilaku pembuatan
manusia kepetusan
berdasar
kepentingan
pribadi
Konsepsi Kepentingan pupi:nk Kepgntingan : Kepentingan publik
kepentingan secara politik | publik; agregasi sebagai hasil dari dialog
publik dinyatakan ke dalam | kepentingan
hukum individu
Kepada siapa Klien dan konstituen | Masyarakat Masyarakat sebagai
tanggung jawab sebagai Warga negaa
publik — pelanggan : _ :
Peranan Mendesain _dan Men_gen:lahkan Melayani yailu
pemerintah mengimplementasika bertindak mempertemukan antar
n kebijakan secara  sebagal kepentingan masyarakat
sepihak (mendayung) katalisator dalam suatu komunitas
terhadap
kekuatan pasar
Mekanisme Pencapaian __tujuan | Membangun Berbagi _nilai___melfalui
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1. Govermmen! Service _ .
anan publik. Pemerintah menjalankgy,

. . ani lay
Pemerintah menyediakan semua jenis pe
ada publik
fungsi menyediakan dan mengatur mekanisme pelayanan kep P Bentuk

pelayanan publik model ini cenderung dilakukan oleh semua negara khususnyg
ara berkembang. Pada tipe negara yang demikigp

negara baru merdeka dan neg blik
I

peran negara sangat besar dan menjadi tumpuan harapan g U

2. Intergovernmental Agreement

Pemerintah dapat melakukan kerja sama antar lemba
tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan publik. Dalam konteks

ini, pemerintah pusat menjalankan fungsi menghasilkan produk ( barang / jasa )
yang akan dikonsumsi oleh publik. Sementara itu, publik yang mengonsumsi barang
atau jasa yang disediakan oleh pemerintah melakukan pembayaran sebagai biaya
konsumsi. Pembayaran biaya konsumsi diberikan secara langsung kepada
pemerintah di tingkat daerah sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah

pusat.

ga pemerintahan baik g

3. Government vending

F‘-'Iamaﬁntah dapat memberikan jenis pelayanan publik kepada individu. Individu yang
dimaksud dalam konteks ini dapat berupa organisasi. Konsumen dapat membayar
kepadfi. meﬁntah selaku penyedia layanan publik. Meskipun bentuk layanan
seperti ini dapat dilakukan, tetapi jika terialy berlebihan porsinya. maka y i
tersebut sangat rentan terhadap kritikan dari b ya, maka pelaya

-~
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Pembayaran atas jasa yang dikonsumsi publik dapat dibayarkan secara langsung
Kepada pihak swasta yang mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah.

5 Grant

Pemerintah dapat membuat kebijakan dalam bentuk pemberian Grant. Dalam model
Grant, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dengan tujuan untuk
menurunkan harga barang dan jasa pelayanan. Secara umum, pemerintah
memberikan penurunan nilai pajak yang harus dibayar oleh produsen pada berbagai
bidang pelayanan publik Produsen adalah pihak swasta, sedangkan pemerintah
dan masyarakat (konsumen) bertindak sebagai co-arranger. Artinya, pemerintah
menyeleksi perusahaan swasta tertentu dari sejumlah perusahaan swasta yang
berminat. Sementara itu, masyarakat melakukan pilihan pada pelayanan yang

diberikan perusahaan yang memiliki kelayakan sesuai dengan mekanisme pasar.

6. Voucher

Dalam model voucher ini, konsumsi barang-barang terientu diarahkan secara
khusus kepada konsumen tertentu. Perusahaan swasta yang memberikan
pelayanan dibayar secara langsung oleh pemerintah. Konsumen / masyarakat

memiliki kebebasan untuk memilih memilih barang dan jasa yang dikehendakinya.

7. Franchise

Dalam mode! ini pemerintah memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan
swasa untuk memberikan pelayanan dalam suatu batas geografis tertentu, dan
pemerintah menentukan tarf yang harus dibayar oleh konsumren. Pemerintah
datam melakukan fungsi sebagai pengatur. Perusahaan swasta menjalankan fungsi
pelayanan kepada masyarakat. Konsumen dapat melakukan pembayaran secara
langsung kepada perusahaan penyedia layanan publik tersebut.

8. Market
Dalam sistem pasar, konsumen memilih secara produsen barang dan jasa yang

dikehendaki sesuai dengan kualitasnya tanpa campur tangan pemerintah. P
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pemenntah dalam bentuk mekanisme pasar dapat dikatakan tidak ada Pem&'intah
membiarkan mekanisme pasar yang berlaku dalam konteks pelayanan PUblik
Keputusan berada di tangan produsen dan konsumen. Mekanisme pasar sepep, e
njemang mempunyai keuntungan, terutama dalam mencapai tingkat efisieng; yang
tinggi dan kualitas pelayanan yang diberikan,

S. Voluntary Service
Dalam sistem in;

dan diselenggarakan oleh
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Pergeseran paradigma pelayanan publik berkonsekuensi kepada bentuk
layanan yang diberikan. Ketika paradigma pelayanan publik beralih ke New Public
Management (NPM), maka dominasi pihak swasta mulai nampak jelas. Dalam
konteks ini. pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan
menggunakan kaidah-kadiah bisnis sehingga layanan yang diberikan kepada publik
dapat efeklf dan efisien.

Sementara itu, ketika paradigma layanan publik bergerak ke New Publc
Service ( NPS ), maka bentuk layanan publik pun akan menyesuaikan. Pemenntah
tetap harus menjadi pengendall dalam pelayanan publik. Dengan demikian, sinergi
antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi penting dalam rangka

menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada publik.

E. Model Pelayanan Publik

Leach Stewart. & Walsh (1994.238) mengungkapkan adanya beberapa
model! pelayanan publik dalam kerangka desentralisasi. Model pertama yang paling
lama dan paling banyak dianut oleh berbagai negara di duma, terutama negara
berkembang adalah model traditional bureaucratic authorily.

Ciri dari model ini adalah bahwa pemerintahan daerah bergerak dalam
kombinasi tiga faktor yaitu . pertama, penyediaan barang dan layanan publik lebih
banyak dilakukan oleh sektor publik (strong public sector). Kedua, peran pemerintah
daerah sangat kuat (strong local government) karena memiliki cakupan fungsi yang
luas, mode operasi yang bersifat mengarahkan, derajat otonomi yang sangat tinggi,
dan tingkat kendali eksternal yang rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam
pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (representative

democracy).

Leach, Stewart, & Walsh (1994 240-243) juga telah mengungkapkan
alternative perubahan dari model (raditional bureaucratic autharity tersebut menuju
tiga model alternatif yang dinilal lebih ideal, yakni - residual autherity, marketofiented
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It dan kandungan konsep enabing dunghagkan Mchesl Claks den ohn
Stewar! (1069) yang dikutip oleh Leach Stewsrt den VWalsh (1964 235) scelen
strangthening the the capacty for self-governance within 8 kocsl communily, usng
whatever resources and channels (intermnal or external) seem most sppropriets Tk
awal dan konsep enabing adalah dertifikas keDUNUNEN masyarakat ek
pemenntah daerah mempergunakan kekuatannys [(Termasuk EACMTETANAN
janngan kerja, pengaruh) untuk memenus kebutuhan lersebut
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F. Pembentuk Model Pelayanan Publik

Pilihan  dominasi penggunaan instrumen kebjjakan diantara beragam
instrumen diteniukan oleh berbagal faklor yang berpengaruh. Identifikas: alas
beragam faklor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagas oleh Leach
& Stewart (1994) Dalam kerangka tersebut dimensi yang berpengaruh dalam
penyslenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam tiga dimensi, yakni
dimensi ekonomi. dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan

bentuk demokrasi lokal

Dimens! pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-
sumber penyediaan pelayanan publik balk yang menyangkut produksi maupun
distnbusi komoditas dan layanan di tingkat lokal Penekanan sumber-sumber
{ersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik.
Dominasi pasar dalam penyediaan layanan publik dapat dilihat dari penggunaan
instrumen kebijakan yang lebih dominan pada badan-badan swasta dan
penggunaan mekanisme pasar yang ditandal dengan adanya kompetisi dalam

pelayanan publik

Dimensi kedua yakni dimensi pemerintahan membedakan antara peran
\erintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang
lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni : rentang tanggung jawab fungsi
i Mmm.mmw“nmmmmm
wlwwmmﬁOhmmnﬂﬂﬂﬂgmmmm
wwmmm.mmmmahm

i “.WWW.!WTW")HWMW“M

mmwmﬂ;«amb&uﬂm
“m"ml i yang tinggi atas fungsi yang diemban, dan derajat kontrol

yang ! batas mmmwmmmm
s "n_mwmmm‘
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liga yaitu dimensi politik berkartan dengan bentuk demokrasi loka)

Dimensi ke mbuat keputusan. Dalam hy|

e
yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah m
ini ada dua titik yang berbeda. Pada satu titik adé : 1
perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan pre .EI'EI'IEI maSyérakat
ali terpilih, partai yang berhasil atay

penekanarn pada demokras

dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sek
partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap
dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikannya dalam
pemilihan umum. Pada titik yang lain, ada penekanan pada demokrasi partisipatif
yang mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Demokrasi partisipatif inj
biasanya dijalankan dalam forum-forum demokratis yang dipandang sebagai
komposisi esensial dalam pengambilan keputusan di daerah. Proses pengambilan
keputusan ini berada dalam koridor kebijakan yang dilegitimasi melalui keberhasilan
dalam pemilihan (electoral).

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel I1.2.
Hasil Penelitian yang Relevan
No. | Peneliti | Judul Penelitian [ Tahun | Temuan Penting
1. [Lemit | Alokasi Anggaran 2004 | p =
SMERU | Pendidikan di era otonomi d::,r[a:;ﬂnﬁ';?f o
daerah : Implikasinya Anggaran yang adh
e belum optmal ok
pemberdayaan kegiatan
2. | Eko Reformasi Birokrasi dalam 4 | _ha%ahj____g_]____ar men a'ay :
Prasojo, | Praktik : Kasus di = g";f:"? inovasi penting
dkk Kabupaten Jembrana. Baji mznca::_ld;gmpg:gf;in
biaya sekolah, program
beasiswa untuk sekolah
Swasta,
Pembangunan/perbaikan
gedung, pemberian
beasiswa bagi guru untuk
studi lanjut, peningkatan
kesejahteraan guru, dan

———— L penyelenggaraan kajian__|
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["sekolah i

3 g“mﬁ’ﬂv Membuat Pelayanan 2006 | Pelayanan di bidang
an Bermanfaat bagi ‘ pendidikan dapat
World masyarakat miskin di ditingkatkan melalui .
Bank Indonesia : Titik Fokus perbaikan sarana dan
untuk mencapai prasarana, serta
keberhasilan di lapangan | peningkatan kualitas PNS
(guru) yang
melaksanakan tugas
o o AN tersebut
4. | Moch. Pelayanan Publik Di Era 2003 | Memotret Pelayanan
lchsan & | Desentralisasi ( Studi Publik dari aspek
Bappenas | Komparatif Empat organisasi pemerintahan
' Kabupaten : Malang, daerah, tugas pokok, dan
Sumenep, Mataram, dan fungsi.
| Sleman ) Birokrasi tradisional
| Pemerintah Daerah masih ||
| | berperan ;
- | besar dalam bidang
| pelayanan publik .
|
5 | PSKK Good Governance dan 2005 | membuktikan bahwa |
UGM Pelayanan Publik praktik penyelenggaraan

pelayanan publik di
Kabupaten dan Kota di
Indonesia masih belum
memenuhi kualitas yang
diharapkan

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Penelitian ini berangkat dari teon

pelayanan publik dari Steave Leach (1994), selanjutnya penelitian dilakukan dalam

rangka memverifikasi teori tersebut berkait dengan model pelayanan pendidikan
ikan dan Kebudayaan Kota Tangerang. Jenis penelitian yang

pada Dinas Pendid by
eskriptif. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan

~ d
digunakan yailu penelitian '
dimensi-dimensi yang membentuk model pelayanan publik.

A
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2. Objek Penelitian

n ini adalah pelayanan di bidang pendidikan Yang

: nelitia
Objek pengamatan dalam pe budayaan Kota Tangerang.

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Ke

3. Nara Sumber
ini adalah perangkal birok gy

| tian
Responden yang menjadi subyek penell
- i kelormpok masyarakal yay

pemerintah daerah, perangkat organisasl swasta, dan .
berperan dalam menyediakan jasa pelayanan publik di bidang pendidikan. Neuman

W Lawrence (2000 138) mengemukakan bahwa tidak ada ketentuan baku dalam
menentukan jumiah responden. Berdasarkan pemikiran tersebut, - responden
sebagai subyek penelitian ini adalah

a) Perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memilik
kewenangan dalam penyediaan layanan publik di bidang pendidikan
Responden yang terpilih adalah kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, dan
Kepala Kantor Cabang Dinas. Dalam proses pengumpulan data d
lapangan, wawancara lebih banyak dilakukan dengan Kepala Sub
Dinas. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas sedang melakukan
kegiatan yang cukup padat sehingga terjadi pendelegasian tugas
dalam wawancara.

b). Perangkat organisasi swasta yang ditetapkan secara formal dan
kelompok masyarakat yang berperan penting dalam penyedisan
pelayanan publik di bidang pendidikan.  Dalam penelitian in),
pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 8

€). Anggota DPRD Kota Tw
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Besaran sampel dalam penelitian ini sebagai berikut

Tabel 11.2

Responden Penelitian

T Teknik pengambilan

no. | Intansi Jumlah responden
sampel
1 Dinas Pendidikan 1 kepala dinas, 8 kepala
kantor cabang
2. |DPRD 5 orang anggota dewan
3 |LSM Peduli Pendidikan | 3 orang
Pendidikan Pumposive sampling
4. | Yayasan Pendidikan 15 Fungsionaris Yayasan
Pendidikan
Total Responden 31 responden

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pen

39

1. Data primer,
subyek
wawancara.
digunakan u

2. Data sek

publ

Tangerang. Data sekun
secara kualitatif serta unt

3 Opservasi, terhada

pelayanan
daerah).

4 \Wawancara mendalam secara
wawancara (interview quide

ik yang telah dan sedang dilaksa

gumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai benkut -
diperoleh dari responden yang telah ditetapkan sebagai
penelitian dengan menggunakan kuesioner dan pedoman
Hasil wawancara selanjutnya akan ditranskrip dan
ntuk melengkapi analisis data kuantitatif.
under, diperoleh melalui studi dokumentasi tentang pelayanan
nakan oleh Dinas Pendidikan Kota
der akan digunakan untuk memperkaya analisis
uk memperkuat analisis data secara kuantitatif
p kawasan yang terkait dengan penyediaan jenis
pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas (pemerintah

terstruktur menggunakan pedoman
) maupun tidak terstruktur dengan beberapa
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forman kunci terpilin, untuk mendukung analisis dala primer yang tela
informa '

dilakukan

5 Analisis data
Analisis data dilakukan sesuai dengan anjuran Bogdan dan Biklen (dalam Irawan
2006 178) yaitu mencakup kegiatan pengolahan data mentah, mengintepretasi daty
dan menarik kesimpulan. Statistik diskriptif dilakukan dengan menggunakan
bantuan SPSS versi 12
Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner dan transkrip wawancara dengan
nara sumber dari Dinas Pendidikan. Selain data primer tersebut, diperlukan data
skunder berupa dokumen-dokumen yang berisi tentang cakupan tugas pokok dan
fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan kota Tangerang. Ke dua data tersebut
akan digunakan untuk menentukan model pelayanan publik apa yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang saat ini,
Setelah diketahui model pelayanan publik yang dijalankan saat ini oleh dinas
tersebut, selanjutnya dianalisis arah pengembangan model pelayanan yang tepat
delngan memb;:iml;n:an:kan dimensi - dimensi yang dapat membentuk model
ayanan publik. Data hasi 1Si '
::n iayaszn Pendidikana:ilt;!;ga:lzna:::j :: E:bh s Kt:ﬂa i ang S0
ada saat ini, diharapkan dapat digunakan untuk r: ':“9 Ao s
o st e o, enentukan arah pengembangan
Untuk mendapatkan ustifikasi
digunakan analisis va:ian (ANO\ZTM:;, N
hubungan antara saty variabe|
independen. Anova digunakan u:::n::;::n
interaksi dari variabel independen,

Satu skala atau lebih variabel
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BAB Il

Gambaran Umum Objek Penelitan

A. Profil Wilayah

‘ ,Kﬂta Tangerang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakaria, Pada
kondisi geografis tersebut, Kota Tangerang memiliki keuntungan dan sekaligus
kerugian. Keuntungannya kota tersebut bisa nebeng nama besar ibukota negara.
Masyarakat Kota Tangerang dapat memanfaatkan fasilitas publik sebuah
metropolitan seperti jalan-jalan yang mulus, pusat bisnis yang modern, serta

berbagai kemudahan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang canggih.

Namun kerugian berdekatan dengan sebuh ibukota, yang secara khusus
juga dirasakan oleh pemerintah kota Tangerang. Banyak warga Kota Tangerang
yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jakarta, kurang bersedia mengakui
berdomisili di Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan dengan berbagai papan nama
yang mencantumkan nama ‘Jakarta Selatan” atau "Jakarta Barat” padahal
sebenarnya warga tersebut secara administrative berada dalam wilayah Kota

Tangerang.

Secara administrative, wilayah Kota Tangerang dibagi menjadi 13 (tiga
belas) kecamatan. Ketigabelas kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang
kurang lebih sama. Secara geografis. Letak ketigabelas kecamatan tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu wilayah kecamatan di bagian timur dan
bagian barat kota Tangerang. Kecamatan wilayah bagian timur terdiri dan
kecamatan Cipondoh, Pinang, Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan. Sementara
itu, kecamatan yang berada di bagian barat terdiri dari Tangerang, Karawadi,
Cibodas, Neglasari, Benda, Jati Uwung, Batu Ceper, dan Periuk. Secara rinci,
pembagian kecamatan di wilayah kota Tangerang beserta luas wilayah kecamatan

dapat dilihat pada table berikut :
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Wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh Sungai Cisadane yang membagi Kota
Tangerang menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Timur sungai dan bagian Barat
sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi
Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang Selain Sungai
Cisadane, di Kota Tangerang terdapat pula sungai-sungai lain seperti Sungai
Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat, Kecamatan Jatiuwung dengan
Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Kali Ledug yang merupakan
anak Sungai Cirarab, Kali Sabi dan Kali Cimode, sungai-sungai tersebut berada di
sebelah Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai Cisadane terdapat
pula sungai/kali yang meliputi Kali Pembuangan Cipondoh, Kali Angke, Kali Wetan,
Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, Kali Pondok Bahar. Selain sungai/kali di Kota
Tangerang terdapat pula saluran air yang meliputi Saluran Mokevart, Saluran Ingasi
Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Cisadane Timur

dan Saluran Induk Cisadane Utara.

Kota Tangerang dibelah oleh Sungai Cisadane yang memiliki debit air 88 m3
per detik dan mengalir sejauh 13.8 km. Selain itu, terdapat pula 3 (tiga) aliran kali

kecll yang membelah beberapa bagian wilayah Kota Tangerang yaitu Kali

Pesanggrahan di Kecamatan Ciledug, Kali Angke di Kecamatan Ciledug dan

Cipondoh, serta Kali Cirarab di Kecamatan Jatiuwung dan Tangerang.

Aliran sungai besar dan kecil ini sangat bermanfaat bagi penyediaan bahan
baky air bersih untuk pengembangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Tangerang. Persediaan air permukaan tersebut juga dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan air kegiatan industri. Kawasan sempadan Sungai
Cisadane adalah kawasan sekitar aliran Sungai Cisadane yang membujur dari
perbatasan Kabupaten Tangerang di sebelah Selalan Kota Tangerang dan
perbatasan Kabupaten Tangerang di sebelah Utara Kota Tangerang. Wilayah ini

meliputi bantaran sungai pada jarak minimal 20 m dan maksimal 50 m dari kiri dan

e .

kanan lepi sungai Untuk wilayah padat di bagian tengah Kota Tangerang
adan sungainya minimal 20 m. Untuk wilayah yang kepadatannya sedang

sempadan s
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ain
sampai rendah yaitu di baglan Selatan dan Utara kota, sempadan sungainya

minimal 50 m dari kil dan kanan bantaran Sungai Cisadane. Menurut hasil

pengukurarn luas kawasan sempadan Sungai Cisadane adalah e

Kawasan Situ Cipondoh adalah kawasan yang berada di Kecamatan
Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,1757 Ha Di sekitar Situ Cipondoh pada
bagian yang mengalami pendangkalan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian
lahan basah sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi.
Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan
air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami
pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng

gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh.

C. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10 - 30 meter di
atas permukaan laut. Bagian Utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas
permukaan laut seperti Kecamatan Neglasari Kecamatan Batuceper, dan

Kecamatan Benda.

Sementara itu, bagian Selatan memiliki ketinggian 30 meter dj atas
permukaan laut seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Dilihat dari
kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang mempunyai tingkat
kemiringan tanah 0-30 dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan kota) kemiringan
tanahnya antara 3-8 berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan
Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.
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D. Pusat Pemerintahan

Perkembangan kota Tangerang tidak terlepas dari prestasi wali kota MH
Thamrin selama menjalankan tugasnya. Jejak pembangunan telah dirintis,
selanjutnya diterukan dan dikembangkan oleh walikota yang baru dalam
membangun pusat pemerintahan

Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, menjadikan bangunan lama
Balaikota ketinggalan zaman meskipun telah diperluas bangunannya dengan
renovasi total pada tahun 1993. Kini bangunan tersebut juga telah ketinggalan
zaman dan harus segera dipindah Karena itu pembangunan pusat pemerintahan
merupakan solusi terpadu untuk meningkatkan pepelayanan terhadap kepentingan
publik

Gedung Pusat Pemerntahan dengan bangunan inti Balaikota dan Gedung
DPRD Kota Tangerang yang dibangun sejak tahun 2001 tersebut kini berdiri megah
dan monumental. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 49.000m2 dengan
luas bangunan 6 612,24m2 terdiri atas 5 lantai menelan biaya sebesar Rp 60 milyar.
Waktu pembangunan dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran. Lokasi gedung

berdampingan dengan Masjid Raya Al-A'zhom.

Konsep pembangunan Pusat Pemerintahan ini mempunyai tiga sasaran
utama yakni sebagai bangunan umum bersifat terbuka, berfungsi sosial dan bersifat
rekreatif Dalam areal ini terdapat ruang terbuka berupa plaza dan taman. Selain itu
bangunan monumental bersifat agung, representative, dicirikan dengan bentuk
simetris dan mempunyai prosesi yang merupakan pencerminan dari sifat cily hall.
Bangunan pusat perkantoran bersifat fungsional, fleksibel, efektif dan efisien

dengan memperhatikan faktor kenyamanan, disiplin dan etos kerja serta faklor
pemeliharaan. Sedangkan fungsi ruang/bangunan akan dipergunakan untuk

kegiatan legislatif dan eksekutif, sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

akan terkonsentrasi dalam satu area.
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E. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia
sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan
bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Jika pembangunan yang
dilakukan tidak dapal mengandalkan sumber daya alam yang keberadaanya
terbatas maka peningkatan sumber daya manusia yang hasilnya merupakan modal
untuk  penggerak pembangunan. Pemerataan kesempatan pendidikan sangat
dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung
sekolah, perpustakaan, dan buku-buku penunjang pelajaran serta tenaga pendidik
(guru).

Fasilitas pendidikan di Kota Tangerang lersedia dari tingkat TK sampai
Perguruan Tinggi dan rata-rata Jumlahnya meningkat di setiap jenjang dibandingkan
tahun sebelumnya. Bagi anak-anak pra sekolah lersedia sekolah taman kanak-
kanak (TK) sebanyak 236, satu diantaranya berstatus negeri dan lainnya swasta.
Bagi anak-anak usia sekolah dasar (SD) terdapat 469 SD terdiri dari 377 SD Negeri
dan 92 SD Swasta, mampu menampung 148.515 siswa SD, Murid SD tersebut
mendapat bimbingan 2.357 guru negeri dan 2903 gury swasta. Banyak SLTP di
Kota Tangerang selama tahun 2005 yang terdiri dari 21 sekolah negeri dan 122
SLTP swasta. Dengan jumlah siswa 56.266 siswa dan jumlah gury yang
membimbing 2.729 Orang. Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMA lebih sedikit jika
dibandingkan 2 jenjang sebelumnya terdapat 69 sekolah terdiri 14 SMA Negeri dan
55 SMA Swasta dan dapat menampung 27.355 Murid dengan dibimbing oleh 2 058
guru.

Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Perkembangan Perguruan ti nggi
di Kota Tangerang cukup pesat, sampai saat ini yang tercatat, antara lain UNIS
Tangerang, STISIP Yuppentek Tangerang, STIE Muhammadiyah Tangerang,
STIKES Muhammadiyah Tangerang, STIA Muhammadiyah Tangerang, STMIK
Raharja Tangerang, STIE BUDHI Tangerang, dan Politeknik Tangerang. Fasilitas
pendidikan lainnya berupa sekolah dibawah binaan Depag antara jain Madrasah
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Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Secara
detail Jumiah MI sebanyak 99, MTs sebanyak 45 dan MA sebanyak 19

Upaya pemerintah kota Tangerang memperbaiki fasilitas pendidikan cukup
bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan nyata dalam membangun gedung
sekolah. Pemerintah Kota Tangerang membangun 220 sekolah yang dimulai pada
Juni 2005 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi. Pelaksanaan
pembangunannya sendiri dilaksanakan kontraktor yang secara administrasi
memenuhi syarat dan memiliki modal yang cukup, terdiri dari kontraktor kelas kecil
sebanyak 51 kontraktor, kelas menengah 28 konitraktor, dan kelas berat 4

kontraktor.

Pembangunan sekolah inipun, pada akhirnya mampu menyerap tenaga
kerja yang cukup besar, yaitu lebih kurang 5.500 orang Diharapkan dengan
selesainya pembangunan gedung sekolah yang baru, saal ini sebanyak 254 620
siswa dapat belajar lebih baik karena kondisi sekolah yang nyaman dan aman, lidak
was-was dan orang lua murid terbebas dar biaya iuran pembangunan yang cukup

besar. Penerimaan siswa baru mulai tahun 2005 hingga selerusnya, sudah tidak lagi

dibayangi pengenaan iuran pembangunan sekolah.

F. Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang terdir daii
ala Dinas
oy terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian

b. Bagian Tata Usaha,

' Keuangan
waian, dan Sub Bagian
::r;:n pembelajaran giswa dan Kurikulum terdiri dari Seksi Pra Sekolah,

| Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Seksi Sekolah Lanjutan Tingkal
Seksi a/Madrasah Tsawnawiyah, Seks| Pendidikan Menengah / Kejuruan /
Pertam
e Sekolah dan Ketenagaan yang terdin dari Seksi

inas Pemberdayasn s
i DITT h. Seksl| Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Seksi Sekolah
Pra Sekolah,

3l
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belajar ef
18r efektif. penerapan standar kompetensi siswa penmtapan mater)

::::‘;a:”:::::“;.::“*. pembinaan proses belajar mengajar, proses
 Perpindahan dan sertifikasi EBTA, pengkajan dan
pengembangan atas bahan-bahan EBTA, kompiasi dan analss
dokumentasi dan informasi yang berkenaan dengan proses belajar
mengajar dan kurikulum pada Sekolah Dasar / Madrasah Tsanawiyah
Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pemantauan dan pengawasan mengenai kalender pendidikan, jumiah jam
belajar efektif, penerapan standar kompetensi siswa, penetapan mater
pelajaran kurikulum local, pembinaan proses belajar mengajar, proses
penerimaan siswa baru, perpindahan dan sertifikasi EBTA, pengkajian dan
pengembangan atas bahan-bahan EBTA, kompilasi dan analisis
dokumentasi dan informasi yang berkenaan dengan proses Dbeiajar
mengajar dan kurikulum pada Sekolah Lanjutan Pertama / Madrasah
Tsanawiyah
Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pemantauan dan pengawasan mengenai kalender pendidikan, jumiah jam
ar efektif, penerapan standar kompetensi siswa, penetapan maten
pelajaran kurikulum local, pembinaan proses belajar mengajar, proses
penerimaan siswa baru, perpindahan dan sertifikasi EBTA, pengkajian dan
“wmmmeammwunm
n informasi yang berkenaan dengan proses belajar

dokumentasi da |
‘wmkwmmwmw

Madrasah Aliyah.

belaj
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BAB IV
ANALISIS DATA

peneriti:n"f::‘a:ﬁ*r:t::j:::an analisis data yang baik dan mengéfah pada pertanyaan

W permasalahan, maka dalam penelitian ini analisis data
dibagi menjadi beberapa bagian, Pembabagan dalam analisis data ini meliputi
cakupan pelayanan publik bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, factor-faktor yang membentuk model
pelayanan publik, serta model pelayanan publik yang tepat untuk dilaksanakan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang di masa mendatang.

Sebelum dilakukan analisis terhadap data tentang pelayanan publik, berikut
disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas data. Kedua uji ini dimaksudkan untuk

melihat seberapa valid item pertanyaan yang mencerminkan variable penelitian.

Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui keterandalan instrumen

pengumpul data. Hasil uji validitas dan reliabilitas terangkum dalam table berikut

Tabel IV 1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
e Uji Validitas Uji Reliabilitas
i Cronbach
n
eteranid RHasil | R.Tabel| Tafsir | a Tafsir
074 0,361 | Vald 0,772 Andal
Menetapkan Kucr;iﬁ:; 0.86 0361 | Valid | 0,866 | Andal
Menetapkan o - 067 0,361 Valid 0,852 Andal
M?%ﬂ;r‘ 087 0,361 | Valid 0,785 | Andal
Menetapkan bukt 3|4 76 0361 | Valid | 0812 | Andal
Criteria siswa 0.78 0361 | Vaid | 0786 | Andal
Biaya pendidikan — 0.70_ 0.361 | Vaid | 0772 | Andal
Criteria gury___— =073 0,361 | Valid 0,866 | Andal
Sediakan bangun = 067 0.361 | Valid 0.825 Andal
Memelihara banguna = 0.63 0,361 | Valid 0.785 | Andal
Menyediakan fasilitas t 0.77 0,361 | Valid 0812 Andal
Memelihara fasilitas b! — 0,361 | Valid 0765 | Andal
Swasta membuat kurkulum_——7%g 0381 | Vaid | 0840 | Andal
fin e 0,361 | Valid 0717 Andal
Perijinan 0.70 A :
Monitorin sekolah =10 0,361 Valid 0.865 Andal
_p.ﬂwqﬂ”ﬂ‘—s—"‘ ==
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akreditasi 0.76 0,361 | Valid 0.812 Andal |
Pengawasan pusat 0.80 0,361 | Valid 0.825 E_@E{
Pengawasan LSM 0.78 0,361 | Valid 0785 | Andal |
Pengawasan DPRD 0.89 0,361 | Vald 0812 | Andal |
Pembenan beasiswa 0.77 0,361 Valid 0.786 _A'JEEL
Pemberian insentif 0.73 0,361 Valid 0.840 Andal
Mengatur ujian 0.65 0,361 Valid 0.737 An&
Mengatur PMB 0.87 0,361 Valid 0 865 Andal |
Membina sekolah swasta 0.65 0361 | vald | 0786 | Andal
Criteria kelayakan sekolah 0.92 0,361 Valid 0.840 Andal |
Rayonisasi 0.73 0.361 Valid 0.773 Andal |
Larangan menjual buku ajar 0.76 0,361 Valid 0.865 Anda| |
Data base sekolah 0.66 0,361 Valid 0.764 Andal
Penetapan standar

pepelayanan 0.68 0,361 | Valid 0.876 Andal
Membangun sarana swasta 0.87 0,361 Valid 0.727 Andal |

Sumber : Hasil Analisis Data yang Diolah, 2008

Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa konstruk untuk setiap variabel
pepelayanan publik adalah valid, hal ini terlihat dari nilai r hasil > r tabel. Adapun
nilai r tabel didapat dari N - 2 = N — 2 = 20 dengan tingkat signifikansi 5 % maka
didapat nilai r tabel adalah 0,361. Untuk uji reliabilitas terlinat bahwa konstruk dari
sellap variabel pelayanan publik adalah andal, terlihat dari nilai cronchbach alpha >
0.6. Berdasar nilai tersebut, instrumen untuk pelayanan publik dinyatakan valid dan

andal.
A Cakupan Pelayanan Puhli.l: Bidang Pendidikan

Cakupan pelayanan publik bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang meliputi 3 (tiga) hal Keliga hal
tersebut yaitu penyediaan secara langsung pelayanan bidang pendi dikan,
penetapan dan implemenltasi kebijakan bidang pendidikan, serta pemberian bantuan
kepada publik dalam rangka mengembangkan pendidikan. Uraian ket
pelayanan publik bidang pendidikan tersebut selanjutnya dijabarkan
yang berhasil dikumpulkan dar responden.

iga cakupan
berdasar data
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Gambaran Mengenai pelayanan

publik bida
akan dijelaskan mel ng pendidikan di kota Tangerang

alui analisi
nalisis tabel tunggal berdasar data yang dikumpulkan dari

responden. Data diperoleh dengan

Cara menyebar kuesioner kepada tiap-tia
kepala kantor ¢ .

| cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kola Tangerang. Selain
itu, an?rsses data juga dilengkapi dengan berbagai jawaban yang berhasil dihimpun
melalui wawancara dengan pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang. Adapun gambaran tentang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai berikut :

A.1. Pelayanan Langsung dari Dinas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai salah satu unit
kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pepelayanan di bidang pendidikan dan
kebudayaan memberikan pelayanan bidang pendidikan secara langsung kepada
masyarakat. Berdasar data yang berhasil dihimpun, cakupan pelayanan publik yang
langsung disediakan oleh dinas diantaranya pembangunan gedung sekolah,
pemeliharaan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana belajar, dafa base
sekolah, perijinan, dan pemberian akreditasi. Selanjutnya uraian tentang pelayanan

tersebut digambarkan melalui table-tabel berikut ini.

langsung
Table IV 2. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penyediaan Bangunan Sekolah (%)
Menyediakan bangunan sekolah ___Total

" tidak Sangat

pernah | jara cukup terlibat
: 0 0 6 2 8
pemerintah = - e | = o
0 0 2 3 5
DERE 0 0 40. 60 100.
0 1 8 6 15
Yayasah 0 67| 533 40 100
0 0 1 2 | 3
LSM 0 ol 333 66.7 100
0 1 17 11 31
Total o 32| 548 42| 100

Sumber : Kuesioner 2008
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Tagle IV.3. Keterlibatan Pemerintah dalam
emeliharaan Bangunan Sekolah (%)

pelihara_bangunan | Total _
cukup  terlibat | sangat terlibat

Lembag pemerinta s
4 h 0 6 2 8
o 750 250 1000
DPRD 0 2 3 5
0| 400 60| 1000
Yayasan 0 8 Tl 15
0 533 467 ’ 100.0
LSM 0 3 0 3
0/ 1000 0 100.0
Total 0 19 12 | 31
0 613 38.7 100.0

Sumber = kuesioner 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa pemeliharaan bangunan

sekolah negen dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan anggaran
belanja daerah untuk membangun gedung. pemeliharaan, dan sarana-prasarana
sekolah. Berkait dengan kebijakan pemeliharaan gedung dan prasarana pendidikan,
pemerintah kota Tangerang menyediakan anggaran dalam APBD untuk melakukan

pemeliharaan gedung-gedung sekolah

Mayoriotas responden yang berasal dari berbagai kalangan cenderung
e jawaban bahwa pemerintah terlibat dalam pemeliharaan bangunan
sskolsh. Jewal responden mengelompok pada kategori terlibat dan sangat
bt bbatan pemerintah dalam pemeliharaan bangunan sekolah merupakan
mmmw'wm'WMmemmmymmt
o itu. pemelinaraan gedung bagi sekolah swasta berada di luar

: -whﬂmmmd" pemeliharaannya.
'w"'“m"" oo put. kondisi bangunan sekolah swasta sangat beragam
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bergantung kepada kemampuan finansial yayasan pendidikan yang memayungi

sekolah-sekolah swasta tersebut

Yayasan pendidikan yang memiliki dukungan finansial yang sangat kuat
tentu saja mampu membagun, menyediakan sarana dan prasara belajar yang
sangat memadai serta upaya pemeliharaannya. Sebaliknya, yayasan pendidikan
yang kurang memiliki kemampuan finansial menyediakan bangunan sekolah dan
sarana belajar semampunya termasuk dalam hal pemeliharaanya.

Table IV 4. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penyediaan Sarana Prasarana Belajar (%)

_Masilitas_belajar l Total
jaran | cuku | serin sangat
@ | wp | @ sering |
I;emhag Eemerinta ol 2| & 0 8
0| 25.0 | 75.0 01000
DPRD 0 2| 2 1 5
0| 400 400 20.0 | 100.0
Yayasan 0 1 12 2 15
0 6.7 800 13.4 1 100.0
LSM 0 2 1 0 3
0| 66.7| 333 0] 100.0
Total o 3 31
0| 226| 677 7.7 1 100.0
Sumber . kuesioner 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan sarana dan
prasarana belajar sekolah negeri dilakukan oleh pemerintah Pemerintah
menyediakan anggaran belanja daerah untuk membangun gedung dan sarana-
peasarana sekolah, Berkak dengan kebiakan penstaran godung dan prasarans
pendidikan, pemerintah kota Tangerang membuat keseragaman gedung sekolah

Sementara itu, penyediaan gedung bagi sekolah swasta AR
kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dinas pend

tidak dapat
melakukan intervensi dalam hal penyediaan gedung sekolah, Berkail

dengan hal
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memiliki program kerja yang rutin dalam pembuatan kurikulum. Pembuatan
kurikulum pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunannya,
pihak swasta juga dilibatkan dalam rangka mengakomodasi tuntutan-tuntutan dunia
kerja yang periu dimuat dalam kurikulum pendidikan.

Di era olonomi daerah, pemerintah memben kewenangan kepada daerah
unluk menggali potensi daerah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kurikulum
pendidikan. Potensi daerah tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dan kegiatan
belajar mengajar di wilayah masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai dengan
adanya muatan local tersebut untuk menjadi cirri khas tiap daerah sehingga potensi
yang ada dapat dipelihara dan terus dikembangkan melalui lembaga pendidikan.

Berkait dengan penetapan kurikulum di atas, dalam implementasinya kadang
menemui kendala Kendala yang dimaksud berkenaan dengan sejumlah sekolah
swasta berkurikulum internasional yang secara kebetulan berada di wilayah Kota
Tangerang. Seperti yang dituturkan seorang pejabat pada Dinas Pendidikan, bahwa
lembaga pendidikan tersebut kadang kurang bersedia menjalankan kurikulum local
yang telah ditetapkan.

Tabel IV 6. Keterlibatan Pemenntah dalam

Peneta ljin Operasional (%)
_ljin Operasional  Total
sangat i
cukup | terlibat terlibat
Pemerintah 0 5 3 5
0| 625 a7 5
DPRD 0 3| 2 100'2
Yayasan .. g 8 2 1 g
i 53.3 13.3
. o 5 ! : 1no.g
0 667 3313
Total 5| 18 8 | m%o
16.1, 58.1 258, 100 ;
Sumber - kuesioner, 2008 .
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?e' dasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan jin operasional
tetap dilakukan oleh pemerintah Data yang diberikan oleh responden dapat
dikatakan mayoritas menginformasikan bahwa penetapan ijin masih dilakukan
dengan tujuan untuk mengevaluasi aktivitas institusi pendidikan. ljin operasional
selalu dievaluasi setiap 4 tahun sekali oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Hal di atas sesuai dengan pemnyataan tersebut pemah disampaikan pula
oleh Kepala Subdinas Umum, bahwa dinas melakukan fungsi pengendalian
terhadap perijinan kegiatan operasional sekolah Evaluasi terhadap ijin operasional
dilakukan secara periodic. Mekanisme pengajuan peninjauan ijin operasional pada
langkah awal dapat dimulai dari sikap pro akiif sekolah dengan cara mengikuti
jadwal waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi awal tentang peninjauan ijin
operasional dapat juga berasal dan dinas pendidikan.

Tabel IV 7. Keterfibatan Pemerintah dalam menjalankan

Fungsi Monitonng (%)

kolah_swast |
paﬂlau_sea aq_ Tota

jarat_ia[ cukup | senng T
a i o| 250| 750|100
0 2 3 5
DPRD 0| 400| 6001000
3 3 9 15
y 200! 200/ 600 1000
0 2 1 3
LSM 0 667| 333/1000
3 9 19! 3N
Total 97| 200 6131000
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mang tidak semua
bantu tersebut. sekolah mendapat jatah guru

Guru berstatus Pegawai negeri sipil (pns) yang diperbantukan di sekolah
swasta dapat menjadi corong bagi pemerintah dalam rangka mensosialisasikan
ProgTam-program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada sekolah swasta Di
sisi lain, sekolah swasla memfungsikan guru bantu tersebut dalam meneruskan
aspirasi sekolah swasta misalnya berkait dengan kurikulum, ujian, dan sebagainya.

Distribusi guru bantu tersebut memang kurang merata. Biasanya guru bantu
ditempatkan pada sekolah-sekolah yang berkategori kurang bagus. Pada sekolah-
sekolah yang berkategori bagus, penempatan guru pns bersifat opsional saja

Berdasar wawancara dengan salah satu pejabat dinas pendidikan kota
Tangerang, status guru bantu berjumlah cukup banyak dan menyebar di sekolah-
sekolah swasta. Peningkatan jumiah guru bantu tersebut sebagai salah satu wujud
nyata komitmen pemerintah kota Tangerang dalam rangka memberikan

peningkatan kesejahteraan dan optimalisasi kinerja guru.

Guru sekolah swasta yang berhasil lulus seleksi menjadi guru bantu

mendapatkan insentif khusus dari pemerir?tah kota. Guru bantu ini juga
mendapatkan prioritas pengangkatan Sﬂbﬂgﬂ'. i:"NS dengan mempertimbangkan
senioritas dan pengalaman kena sebagai Pf"d'd'k- Ffﬂnﬂmnatan Guru bantu yang
telah diangkat menjadi PNS pun sebagian juga masih berada pada sekolah guru

yang bersangkutan.
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Tabel IV 9. Keterlibatan Pemerintah dalam
memberikan Akreditasi (%)

Penetapan akreditasi Sekolah | Total
Tidak ‘ ~ sangat
pernah | cukup | Terlibat | terlibat
Lembaga Pemerintah 0 0 5| 3 | 8
0] 0 62.5 37.5| 100.0
DPRD 0 0| 5 O 5
.0 ‘ 0 100.0 0 ; 100.0
Yayasan 0 12 | 1| 2 15
0 800 6.7 | 13.3| 1000
LSM 0 0 3| 0 3
0 0 100.0 .0 100.0
Fotal 0 12 14 . 31
a‘ 387 452 151 | 1000

Sumber ® kuesioner, 2008

Akreditasi merupakan status lembaga pendidikan berdasarkan kualifikasi
lertentu yang diberikan oleh pemerintah. Akreditasi bagi lembaga pendidikan telah
menjadi suatu symbol yang harus ada. Berkait dengan akreditasi tersebut,
pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan menjadi lembaga yang memiliki
kewenangan dalam pemberian status akreditasi.

Berdasar data di atas terlihat bahwa mayoritas responden sepakat bahwa
pemerintah memberikan akreditasi. Akreditasi dimaksudkan untuk melihat kondisi
internal institusi pendidikan baik dari aspek software dan hardware, memenuhi
criteria standar yang telah ditetapkan pemerintah atau belum. Penilaian akreditasi
terhadap sekolah dilakukan secara periodic. Akreditasi yang dimiliki oleh sekolah
pun memiliki masa berlaku dan dapat dilakukan penitaian kembali setelah masa
berlaku akreditasi lersebut selesai.

Penilaian akreditasi sekolah dilakukan oleh tim akreditasi yang memiliki
kompentensi dan kualifikasi tertentu. Penilai akreditasi sekolah dapat melibatkan
swasta dan dunia industri. Dengan demikian, akreditasi yang diperojen -
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sekolah merupakan
iy P Sualu bentuk pengakuan dari berbagai pemangku kepentingan
yang berkait dengan fungsi suaty sekalah bagi masyarakat

Kriteria minimal standar pelayanan dalam bidang pendidikan telah
diamanatkan dalam UU sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, bagi sekolah
yang mendapatkan akreditasi tertinggi diharapkan menunjukkan kualitas yang
sebenarnya dalam hal proses belajar mengajar dan sebagainya.

Tabel IV.10. Keterlibatan Pemerintah dalam menyediakan
Database Sekolah (%)

database_sekolah | Total

~ | Sangat |

cukup | menyediakan | terlibat

Lembaga pemerintah 0 6 2| 8
.0 ?SDi 25.[}} 100.0
DPRD 1 3| 1 5
200 §0.0 20.0 | 100.0
Yayasan 7 8 0 15
46.7 53.5 ‘ .0 | 1000
LSM 0| 3 0 3
0 100.0 | .0 100.0
Total 8 20 3, 31
25.8 64.5 | 9.7 | 100.0

Sumber : kuesioner, 2008
Dinas pendidikan Kota Tangerang memberikan pelayanan mengenai data

base sekolah berstatus negeri. Data base sekolah saat ini sangat bermanfaat bagi
publik untuk mendaftar dan memilih sekolah.

atas, responden mayoritas menyepakati bahwa pemerintah
sekolah. Data base sekolah yang disajikan masih sebatas

pada sekolah yand berstatus neger. Dalam perkembangan nanti, wacana semua
sekolah akan disediakan data basenya, sehingga ke depan pemilihan sekolah baik

tus negeri maupun swasta dapat dilakukan melalui cara yang sama.
berstatus n

Berdasar data di
menyediakan dala base
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Sejak tahun 2007, penerimaan murid baru dilakukan secara onhina. Calon
siswa mendaftar sekolah secara online serta dapat menentukan pilihan sekolah
yang tersedia. Penerimaan mund baru secara online baru dilaksanakan pada
sekolah berstatus negeri, Perlu diinformasikan bahwa status sekolah negen tetap
menjadi pilihan bagi calon siswa. Dengan demikian, data base sekolah negern ini
membern kemudahan kepada publik untuk mendapatkan informasi tentang data

sekolah yang tertentu.
A.2. Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tangerang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai salah satu unit
kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang pendidikan dan
kebudayaan membernkan pelayanan bidang pendidikan secara hdak langsung
kepada masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan cleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tangerang tersebul diantaranya prosedur pendirian sekolah,
penetapan kurkulum sekolah, penetapan seragam sekolah, penetapan buku ajar,
critena calon peserta didik. biaya pendidikan, dan critena guru. Selanjutnya uraian
tentang pelayanan publik dalam bentuk kebijakan tersebut digambarkan melalui
tabel-tabel berikut ini.

Tabel IV.11. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Prosedur Pendirian Sekolah (%)

___tetapkan I T
= en_prosedur | Total |
besar besar |

125 875, 1
DPRD 1 4 ll wg
20.0 800 1000
Yayasan 6 9 ] 15
400 600 1000
LSM 0 3 3
0 1000 1000
Total 8 23 | 31
258 | 742 1000

Sumber - diclah dan kuesioner, 2008
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Berdasar table di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden
membenkan informasi tentang penetapan prosedur pendirian sekolah oleh
pemernntah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan prosedur
pendinan sekolah tersebut bertujuan memberikan standar minimal yang harus
dipenuhi oleh swasta khususnya dalam mendirikan lembaga pendidikan formal.
Selain itu, penetapan prosedur pendirian lembaga pendidikan formal ini juga dalam
rangka membatasi sebaran lokasi sekolah khususnya di wilayah kota Tangerang
yang telah memiliki jumlah lembaga pendidikan formal yang cukup. Berkait dengan
penetapan prosedur tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
telah menetapkan prosedur pendirian lembaga pendidikan formal yang diberlakukan
kepada pihak-pihak yang akan mendirikan sekolah dari berbagai tingkatan di
wilayah Kota Tangerang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang berkomitmen menjaga
mutu pendidikan melalui penelapan kurikulum. Kurikulum pendidikan yang berlaku
di Kota Tangerang memiliki muatan local dan nasional. Muatan kurikulum tersebut
tetap mengacu kepada kurikulum nasional Berkait dengan penetapan kurnkulum
pendidikan di kota Tangerang, tabel berikut menunjukkan jawaban responden

tentang penetapan kurikulum.

Tabel IV.12. Keterlibatan Pemerintah dalam

Penetapan Kurikulum Pendidikan

~_Pembuatan kurikulum Total

" Tidak sangat

terlibat cukup | terlibat terlibat
intah 0 1 4 3 8
et 0 125, $0.0 37.5|100.0
0 0 4 1| 5
RV .0 0 80.0 20.0 100.0
1 7 6 1 15
chaca 67| 467| 400 6.7 | 100.0
0 0 1 2 3
LSM 0 ol 333 66.7 | 100.0
1 8 15 7 31
L 32 258 48.4 226 100.0

Sumber : kuesioner, 2008
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| atas dapal digambarkan bahwa penetapan kurikulym
Pendidikan Kota Tangerang
Kurikulum pendidikan memilik;

i di bidang pendidikan. Muatan

Herdasar data d
pendidikan di Kota Tangerang diatur oleh Dinas

Kurikulum mengacu kepada Kurikulum nasional,
muatan lokal sebagai suatu bentuk konkrit otonom
lokal diist materi pendidikan yang merupakan cirri khas kota Tangerang. Muatan

lokal yang diberikan diantaranya pengajian, pelajaran bahasa sunda, kesenian
daerah. Di lihat dari aspek pepepelayanan pendidikan, penetapan kurikulum yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang merupakan bukti
nyata bahwa Dinas mempunyai komitmen dalam rangka membentuk kualitas
pendidikan yang standar pada tingkat apa pun. Kurikulum pendidikan tersebut
diberlakukan bagi semua lembaga pendidikan formal yang ada di wilayah kota

Tangerang.

Berkait dengan penetapan kurikulum di atas, dalam implementasinya kadang
menemui kendala. Kendala yang dimaksud berkenaan dengan sejumlah sekolah
swasta berkunkulum internasional yang secara kebetulan berada di wilayah Kota
Tangerang. Seperti yang dituturkan seorang pejabat pada Dinas Pendidikan, bahwa
lembaga pendidikan tersebut kadang kurang bersedia menjalankan kurikulum local
yang telah ditetapkan. Meski demikian, lembaga tersebut letap mengikuti kurikulum
nasional khususnya yang berkait dengan ujian nasional, Dengan demikian, Dinas
sebagai bagian dari Departemen Pendidikan Nasional tetap memiliki kewenangan

dalam penyelenggaranan ujian nasional yang diikuti oleh bmbaga pendidikan formal
yang berkurikulum nasional dan internasional
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Tabel IV.13. Keterlibatan Pemerintah dalam
Penetapan Seragam Sekolah (%)

Tetapkan_seragam | Total
sangat

Cukup | terlibat = terlibal |
Pemerintah 3 5 | 0 8
37.5 | sz.s' 0/ 100.0
DPRD 2| 3 ol 5
400 800 01000
Yayasan 6 | 8 1 | 15
400| 533 6.7 [ 100.0
LSM 0 3 | 0 3
0 ‘ 100.0 .0/ 100.0
Total 11 19 1 31
55| 613 3.2 |100.0

Sumber : kuesioner, 2008
Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa penetapan kurikulum

penetapan seragam sekolah diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Mayoritas responden dalam hal ini kepala kantor dinas pendidikan memberikan

jawaban yang senada.

Seragam sekolah yang diberlakukan di wilayah kota Tangerang untuk tingkat
SD berseragam merah dan putih, tingkat sekolah lanjutan pertama biru putih, dan

tingkat lanjutan menengah abu-abu putih. Seragam untuk hari Jum'at semua tingkat
pendidikan berupa baju muslim, siswa laki-laki mengenakan celana panjang.
Sementara itu, seragam sekolah untuk hari Sabtu siswa mengenakan seragam

Pramuka.
siswa pada hari Jum'at tersebut merupakan cirmi khas seragam

| di Kota Tangerang. Sesuai dengan visi kota yang ingin menjadikan warganya
SISW.a i berakhlak muliah, maka Pemerintah Daerah memerintahkan
menja

iaiarannya untuk melakukan kegiatan pengajian di setiap hari Jumal. Tentu saja,
::" uam::enma juga berlaku bagi siswa di Kota Tangerang.
eg

Seragam
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umum kepada peserta didik di berbagai tingkatan Kriteria tersebut diantaranya
sehat jasmani dan rohani, usia masih dalam batas toleransi, tidak sedang dalam

tindak pidana, dan lainnya.

Berkait dengan criteria calon siswa di atas, dinas mengakul bahwa dalam
pelaksanaannya sangat bervariasi bergantung kepada status lembaga pendidikan,
Lembaga pendidikan yang berstatus negeri dan berstatus swasta yang berkategori
bagus dapat melakukan seleksi calon siswa dengan baik. Akan tetapi, bagi lembaga
pendidikan yang sangat membutuhkan siswa dalam rangka menghidupkan kegiatan

operasional sekolah, kurang memperhatikan criteria standar yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.

Bahkan, sebuah vyayasan pendidkan di Karang Tengah memberi
kesempatan kepada calon siswa untuk sekolah pada lembaga pendidikan tersebut
tanpa harus diseleksi. Data yang berhasil dihimpun dari pengurus yayasan tersebut
bahwa melarang atau membatasi anggota masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan merupakan sebuah pelanggaran etis kepada sang pencipta. Lembaga
pendidikan harus mau dan mampu merubah kondisi calon siswa seperti apapun
kondisi awal sebelum bersekolah agar menjadi lebih baik.

Berdasar uraian di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah
daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan criteria calon siswa dengan tujuan
untuk menjaga mutu pendidikan serta mempermudah dalam proses belajar
mengajar. Namun demikian, penetapan criteria tersebut hanya sebatas menjadi
bahan anjuran bagi lembaga pendidikan swasta, karena dalam kenyatannya,
beberapa lembaga pendidikan swasta tidak melakukan seleksi secara ketat kepada

calon siswanya. Istilah yang digunakan oleh lembaga pendidikan swasta yaitu
seleksi alamiah bagi calon siswa.

Salah satu cara untuk mendapatkan calon siswa yang berkualitas dapat

menggunakan nilai ujian nasional. Ujian Nasional merupakan salah saty pemetaan
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negen Maya sekulah yang diberakukan Dinan kepada semua sekolah neger
standa

Lembaga pendiiian swasta memilikl atonomi dalam manetapkan besaran
biaya pendiikan  Mal tersebul sanpal wajar dan pemerntah tidak mampu
membenkan standar yang baku dalam penetapan jumlah biaya. Hal tersebut
Gisebabkan karena sekolah swasta melakukan investasi dalam berbagai bidang
sehingoa keberlanutan operasional sekolah tersebul sangat dipengaruhi oleh biaya
pendiikan yang dibayar oleh siswa peserta didiknya

Dengan demikian, besaran blaya pendidikan pada lembaga pendidikan
negen dan swasta di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang sangat
berbeda Besaran blaya pendidikan pada sekolah swasta memiliki variasi yang lebih
Qg dbandingkan dengan vanasi blaya pendidikan di sekolah negen. Sebab di
sekoiah negen dalam kenyataannya juga terdapat variasi dalam penetapan uang
sekolah dengan memperhatikan eksistensi sekolah yang bersangkutan

Semenjak pemenntah kota Tangerang bertekad memberikan pepepelayanan
terbaik bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan, penetapan biaya
pendidkan pun semakin tenangkau oleh masyarakat. Pada tahun-tahun

dibebankan kepada siswa. Sejek tahun 2005, pemerintah Kota T

membebankan pembangunan fasilitas belajar dalam APBD sehingga para siswa
tdak terbebani lagl dengan juran sumbangan gedung,
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pendidikan. Yayasan pendidikan yang memiliki reputasi bagus menjalan kebijakan
yang senada dengan kebijakan pemerintah dalam penetapan critera  para
pendidiknya. Berdasar data yang dihimpun saat wawancara dengan responden dar
yayasan pendidikan di kota tangerang, yayasan pendidikan melakukan rekiulmaer
langsung dari perguruan tinggi kependidikan ternama di Yogyakarta (UNY dan
Universitas Sanata Dharma ).

Berdasar uraian di atas terlihat bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
pendidikan yang baik kepada masyarakat, pemerintah telah membuat penetapan
berkait dengan para pendidik yang menjadi ujung tombak keberhasilan dalam
bidang pendidikan. Dari aspek pemerintah, hal tersebut dapat dipenuhi, tetapi dari
aspek swasta yang juga berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan publik tersebut
ternyata belum sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah,

Implikasi yang muncul dari kondisi di atas dapat berupa kesenjangan mutu
pendidikan. Mutu pendidikan dapat bervariasi bergantung kepada seberapa bagus
guru-guru yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta
Ukuran keberhasilan tersebut salah satunya dapat dilihat dari tingkat keberhasilan
sekolah-
sekolah yang memiliki guru bagus dan dukungan sarana lain (kut serta menentukan
prestasi yang diraih oleh para peserta didik.

siswa dalam mendapatkan nilai ujian akhir nasional. Pada konteks ini

A.3. Pelayanan Berbentuk Bantuan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagai salah satu unit
kerja pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan dj bidang pendidikan dan
kebudayaan memberikan pelayanan bidang pendidikan secara langsung kepada
masyarakat dan penyelenggara pendidikan dalam bentuk bantuan. Berdasar data
yang berhasil dihimpun, cakupan pelayanan publik yang langsung disediakan ok
dinas diantaranya bantuan pendidikan, beasiswa, dan insentif kepada para quru,
Selanjutnya uraian tentang bantuan pendidikan tersebut digambarkan melalui tabel-
tabel berikut ini.
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T
able 1v. 18, Keterlibatan Pemerintah dalam

———-_h.@ﬂVEdlakan Beasiswa (%)
beasiswa_semua | Total
Lembaga Pemerintah Jﬂfaﬂ@lu CUkqu sarlngg |
' 8
|
DPRD 0 75.0 250 100.0
0 2 | 3 | 5
0 40.0
Yayasan 1 11 60.3 I 1DD1.2
6.7 73.3 20.0 | 100.0
0 100.0 0| 100.0
Total
S : 22 8 31
3.2 71.0 258 100.0

Sumber kuesioner, 2008

Pendidikan gratis pemah menjadi wacana dalam ranah pendidikan
Indonesia. Visi tentang pendidikan gratis memang mudah dinyatakan namun banyak
hal yang menjadi pertimbangan jika akan dilaksanakan. Berkait dengan pendidikan
gratis, pemerintah kota Tangerang belum mampu melaksanakannya.

Pemerintah kota Tangerang melalui dinas pendidikan menyediakan bantuan
biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa. Beasiswa diberikan kepada para siswa
kurang mampu secara ekonomi. Beasiswa tersebut diberikan kepada semua mund
dari berbagai tingkatan pendidikan dan berasal dari sekolah berstatus apapun.
Dalam konteks ini perlu diakui, wujud nyata kepedulian pemerintah kota Tangerang

dalam bidang pendidikan.

Menurut data yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan teracatat

sekitar 5000 anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dengan
sejumlah alasan. Namun alasan yang lebih banyak terungkap adalah tidak kuatnya
orang tua membiayai anak-anaknya untuk bersekolah.
Pemerintah Kota dalam kurun wakiu empat tahun kebelakang terus melakukan
seranakaian langkah-langkah kebijakan diantaranya kebijakan subsidi silang
lg;h::ap anak yang orang tuanya kurang mampu secara ekonomi
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Sesungguhnya kebijakan itu cukup efektif dan masih berjalan hingga saat ini dan
bahkan akan dilakukan penambahan alokasi dan APBD Kota Tangerang. Terlebih
lagi dengan diterapkannya PERDA mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh
DPRD dimana salah satu pasalnya mengamanatkan agar anak-anak yang orang
tuanya kurang mampu secara ekonomi tentunya aspek pembiayaan anak-anak

tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang

Kebijakan menggratiskan Anak Usia Sekolah tersebut masih belum mampu
guna membiayai segenap peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Kebijakan
penggratisan tersebut tentunya membutuhkan rumusan perencanaan yang
konverhensif terutama menyangkut aspek pembiayaan sekolah.
Lagi pula Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mensyaratkan adanya penyertaan masyarakat sebagai sumber
pembiayaan alternatif dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu

Penanganan terhadap anak-anak yang putus sekolah inj agar di tangani secara
bersama.

Upaya alternalif dari Pemerintah Kota Tangerang guna mengatasi Anak-
anak yang putus sekolah adalah melalui pelaksanaan paket
penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Dengan

program
dibukanya paket program ini
diharapkan dapat memberikan kanalisasi atau kesempatan seluas-luasnya terhadap

anak-anak usia sekolah yang ingin melanjutkan sekolahnya.

Paket program tersebut dikenal dengan sebutan pProgram KEJAR (Kelompok

Belajar) paket A, B , dan C. Kemudian Pemerintah Kota Tangerang juga
menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan yang diperuntukkan bagi anak-anak
Putus sekolah. Dengan dibukanya kursus ini diharapkan anak-anak yang putus
sekolah tersebut dapat ditingkatkan kapasitasnya, sehingga diharapkan juga anak-

anak ini kelak menjadi tenaga kerja yang produktif serta mandiri.
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Berkail dengan wacana pendidikan gratis yang akhirnya pemerintah baru
mampu menyediakan beasiswa memang pernah menjadi perbicangan serius di
kalangan legisiative kota Tangerang Pada prinsipnya anggota dewan setuju
mengenal pendidikan gratis, tetapi secara riil kondisi anggaran pendapatan daerah
kota Tangerang belum mampu untuk melaksanakan pendidikan gratis tersebut
Pernyataan para anggota dewan tersebut muncul dalam pandangan fraksi-fraksi

dalam menanggapi laporan pertanggungjawaban walikota Tangerang tahun 20086.

Tabel IV.19. Keterlibatan Pemerintah dalam
Pemberian Insentif (%)

[ incentif guru | Total
cukup | sering

Lembaga pemerintah 3 5 8
375| 625 100.0
DPRD 3 2 5
60.0 40.0 100.0
yayasan 14 1 15
933 6.7 100.0
LSM 3 0 3
100.0 0| 100.0
Total e o i
742 258 | 100.0

Sumber : kuesioner, 2008

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja guru untuk  mewujudkan
pepelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat di wilayah kota Tangerang,
pemerintah memberikan kebijakan memberi insentif kepada semua guru yang
bertugas di wilayah ini. gemua guru sekolah baik yang bernaung di bawah
Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan nasinni.rnl mendapat insentif
dari pemerintah kota. Besaran insentif Rp. 350.000 yang diterimakan perbulan.
Secara teknis, pembenan insentif guru ini ditangani oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang. Menurut informan dari Din.?a Pandidika!n, pemberian
insentif kepada guru ini akan selalu ditingkatkan nominainya sehingga secara

Kualitatif Kebijakan tersebut dapat membant kesejahteraan pafa guru.
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Data di atas menunjukkan bahwa responden menyatakan guru yang
berlugas di wilayah kerjanya mendapakan insentif dari pemerntah. Pemerintah
memberikan insentif tersebut sebagai suatu penghargaan kepada para guru yang
secara bersama-sama bertugas mewujudkan mutu pendidikan di Kota Tangerang.

Tabel IV.20. Keterfibatan Dalam Penyediaan Sarana Belajar
Untuk Sekolah Swasta (%)

bangun_sarpras_swasta | Total

tidak o

pernah | jarang | cukup | sering

Pemerintah 0 0 8 0 8
0 0/ 1000 011000
0 0| 400| 6001000
yayasan 4 8 3 : 0 | 15
267| 633| 200 01000
= 0 1] 2 o 3
0 333 667 0 100.0
Total 4 g 15 3 21
129 290  484| 97/100.0

Sumber © kuesioner, 2008

Berdasar data di alas dapat digambarkan bahwa penetapan sarana dan
prasarana belajar sekolah swasla sebenamnya juga dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintah menyediakan anggaran belanja daerah untuk memberikan bangun
gedung dan sarana-prasarana sekolah swasta. Namun perlu diakui, bahwa bantuan
pemeliharaan sarana dan prasarana belajar dari pemerintah sangat kecil,

Yayasan pendidikan yang memiliki dukungan finansial yang sangat kuat
tentu saja mampu membagun dan menyediakan sarana dan prasara belajar yang
sangat memadai. Sebaliknya, yayasan pendidikan yang kurang  memiliki
kemampuan finansial menyediakan bangunan sekolah dan sarana belajar
sSEmampunya.
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A4, Analisis Model Pelayanan Publik

dlmkm:T:*'l:‘::::nd::;::;an tentang pepelayanan publik di atas, selanjutnya
S B menggunakan model pepelayanan publik berdasar
Pendidikan dan Kﬂ:':dla Model pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas

yaan khususnya pelayanan bidang pendidikan mengarah
pada model tradisional birokratik Pemerintah masih sangat dominan dalam

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan.

Ciri-cirl model pepelayanan publik tradisional birokratik serupa dengan model
pelayanan publik yang terjadi di kota Tangerang. Pemerintah Daerah melalui Dinas
terkait menyelenggarakan pepelayanan publik dalam tiga variasi yaitu pelayanan
langsung, pelayanan dalam bentuk regulasi, dan pelayanan dalam bentuk bantuan

Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dapat

tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis

terhadap penggunaan instrumen ini sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter

pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Jika merujuk

pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett & Ramesh
(dalam Ichsan, 2003:128) maka dapat dibedakan adanya tiga kategor, yakni
instrumen  wajib (compulsory instruments), instrumen campuran (mixed

instruments), dan instrumen sukarela (voluntary instruments).

ering pula disebut sebagai instrumen yang

mengarahkan persifat mengarahkan tindakan wargfa dan lembaga swasta. Dalam
hal ini pemerintah lebiD mempergunakan otoritasnya  untuk mengatur  atau
memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu {ragt‘w'afm}. atau
mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi

tertentu yang dipilin (public-owned enterprise), atau secara langsung melakukan

pe < o1r birokrasi (direct public goods provision).
| n publik melalui jalur
nyediaan pelayanan pY AR .

kan instrumen yand :
Semua ini p::m:mertntlh untuk menjalankan apapun yang dikehendakinya dalam
peluang kepada

Instrumen wajib atau s

§2

o P o R WL e



Nondor konsitusi yang luas ruang lingkupnya Penggunaan iNstrumen iny g,
justru membatasi ruang gerak pihak lain, sepert individu, kelompok o

Organsas o luar pemenniah

Instrumen sukarela memililu cin khas berupa minimnya “ﬁmm

pemenntah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukareiz,,
Dalam  kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk iz
Melakukan apa-apa terhadap masalah tertentu yang sudah diakui keberadaanny,
karena percaya atau memilih bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan ol
mstrumen di luar pemerintah Instrumen ini berupa organisasi non pemenntah yang
berbasis sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintahan. Jika lembaga
lersebul menjalankan lugas untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, maka hai

dilakukan karena adanya kepentingan pribadi, etika, atau ikatan &mom )
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Sumber dayva yang dimaksud bisa berupa air, udara, hutan, dan lain sebagainya
Sumber daya tersebut ditentukan batas kuantitas sehingga dapat dilelang kepada
pambel potensial untuk didayagunakan untuk beragam kepentingan. Dengan cara
% pemenntah memperoleh harga penawaran terbaik sekaligus mampu memberikan
DAYANAN PUbbX Dag: masyarakat

nstrumen campuran lain yang dapat dipergunakan adalah pemungutan
DRAK yang merupakan pungutan wajib oleh pemerintah kepada perseorangan atay
Sadan. Tuwannya adalah meningkatkan pendapatan bagi pembiayaan pengeluaran
Pemenian. Paak dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan atau
Mangurang: penlakyu atau aktivitas tertentu. Hal yang sama dapat dipergunakan
eSS pungutan retribus: yang biasanya dipergunakan untuk mengendalikan efek
Samping negabf ertentu dan suatu aktivitas.

Serdasar paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam
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B. Dimensi Pembentuk Pelayanan Publik

| P"'ha."' dominasi penggunaan instrumen kebjjakan di antara beragam
instrumen  ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi atas
beragam faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagas olen Leach
& Stewart (1994) Dalam kerangka tersebut faktor yang berpengaruh dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam tiga dimensi. yakni
dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan

bentuk demokrasi lokal.

B.1. Dimensi Ekonomi dalam Model Pelayanan Publik

Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-

sumber penyediaan pepelayanan publik bak yang menyangkul produksi maupun

distribusi komoditas dan pelayanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber

tersebut dapat berasal dan mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik.

sar dalam penyediaan pelayanan publik dapat dilihat dari penggunaan
lebih dominan pada badan-badan swasta dan

ditandai dengan adanya kompetisi dalam

Dominasi pa
instrumen kebijakan Yang

penggunaan mekanisme pasar yang
pepelayanan publik. Dominasi sektor publik dapat dilinat dari penggunaan secara

ekstensif instrumen kebijakan yang berupa penyediaan pelayanan langsung oleh
badan-badan pemerintah daerah, BUMD, dan regulasi lokal serta adanya monopoli

atau semi-monopoli penyediaan pelayanan publik oleh badan-badan publik.

dimensi ekonomi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
UPOKSI (tugas pokok dan fungsi) perangkat
h daerah. Tupoksi akan mencerminkan

Mengenai
daerah penelitian dapat disimak dari T

daerah yang disusun oleh pemerinia
kupan kegiatan pepelayanan publik di bidang

seberapa luas dan dalam €3
merintah kota Tangerang.

pendidikan yang dilakukan oleh pe
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Dari seluruh peraturan daerah yang mengatur tentang kewenangan daerap
dan penjabarannya dalam struktur perangkat daerah dap?t dinyatakan bahwg
semua mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan ku-a‘t untuk
mempergunakan instrumen penyediaan pelayanan langsung (direct provision) oleh
pemerintah daerah.

Berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan
Kota Tangerang menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari data yang berhasil
dihimpun, bahwa pemerintah sebagai aktor masih dominan dalam membenkan
Pelayanan publik baik dalam bentuk pelayanan langsung, regulasi, dan insentif.

Dimensi ekonomi sebagai factor pembentuk model pelayanan publik

memang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Indicator dimensi ekonomi seperti

an prasarana pendidikan, menjalin
kerja sama dengan dunia industri, serta menetapkan biaya pendidikan. Pihak
swasta sebagai aktor dalam Penyelenggaraan

menentukan kurikulum, menetapkan sarana d

indicator dari dimensi ekonomi tersebyt Namun berdasar

data yang berhasil
dihimpun menunjukkan bahwa dominasi

Pemerintah daerah memang masih kuat.

kebijakan pepelayanan publik dalam Pemerintahan daerah
ini secara formal diungkapkan oleh narasumber
pepelayanan yang lebih baik kepada Mmasyarakat
instrumen untuk meningkatkan penghasilan ag) da

- Segala macam perijinan
Penelitian untuk memberikan

sekaligus dipergunakan sebagai
erah.
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Dan seluruh uraian mengenai dimensi ekonomi ini, maka dapat dinyatakan
bahwa seklor publik masih kuat dibandingkan seklor swasta dalam menyediakan
pelayanan kepada masyarakat Pemerintah daerah masih secara intensif dan
ekstensif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan
Intensif dalam pengertian penggunaan instrumen tersebut semakin diperkual dalam
urusan-urusan yang ditangani. Ekstensif dalam arti pemerintah daerah berusaha
memperiuas ruang lingkup penggunaan instrumen wajib tersebut dalam
penyelenggaraan otonomi daerah

Indikator penggunaan otonomi secara ekstensif instrumen sektor publik ini
diperkuat dengan adanya mofif peningkatan penghasilan ash daerah melalui
perangkat daerah yang ada. Indikasi lainnya dari kuatnya sekior publik ini tampak
dari motif penyusunan organisasi perangkat daerah yang lebih beronentasi pada
inward looking Orientasi ini berarti adanya upaya untuk lebih mengedepankan
pemenuhan kebutuhan internal birokrasi lokal atau perangkat daerah ketimbang
orientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
Selain itu, ada kesan dari narasumber yang ada bahwa penggunaan
instrumen wajib akan dikembangkan lagi sehingga peran pemerintah daerah akan
menjadi lebih besar di masa mendatang. Beberapa hal yang masih diatur dan diurus
d&mmymmmuswwmmndmommmm
pemerintah daerah kepada seklor tersebut melainkan karena keterbatasan
pmneﬂnhhurﬂumenjamaumtm. JMWWM
meningkat ada kehendak bahwa urusan yang masih dipegang sektor swasta atau

atau ditandingi oleh sektor publik.
masyarakat akan diambil alih

publik di pidang pendidikan masih dikuasai oleh pemenntah.
Pmnkmnwmnmmwkokdanwdrwm
sangal luas. Konkrinya, pemerinish masih sangal leliasa mengatw dan

_mwymwmmmm@mmw
Membert 4an masih dominannya peran pemerintah dapal ditemukan dalam

Pelayanan
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Pefd'd'kan dan Kebudayaan Dengan kata lain, bahwa kewenangan menyusun
kurikulum oleh lembaga pendidikan swasta ini belum bisa dikatakan menjadi warna
dan tiap-tiap lembaga pendidikan dan belum mampu menjadi andalan bagi sekolah
swasta dalam menentukan kompetensi yang diunggulkan oleh sekolah tertentu

Lokasi sekolah menjadi salah satu ukuran strategis bagi sekolan swasia
dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Dalam
kenyataannya, lokasi sekolah yang strategis menjadi salah satu pertimbangan bagi
calon peserta didik untuk membuat keputusan dalam memilih sekolah Berkait
dengan lokasi sekolah, data berikut menggambarkan kewenangan swasta dalam
memilih dan menentukan lokasi sekolah

Tabel IV.22

Kewenganan Swasta dalam menentukan Lokasi Sekolah (%)
" Valid | Cumulative
Frequency | Percent | Percent | Percent

Vald Bebas 14 93.3 | 933 J 8313
sangal 1 6.7 6.7 100.0
bebas |
Total 15 100.0 100.0

Sumber : diolah dan kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa swasta diben kebebasan
untuk menentukan jokasi sekolah. Namun demikian, beberapa narasumber dari
.o lokasi sekolah menjadi tidak bebas lagi ketika

lakukan oleh swasta. Sebelum perijinan

menangani perijinan ba an lokas! letap dikendalikan oleh pe
dmga: mjuﬁ-l agar terjadi pemerataan |okasi sekolah.
h sebagal faklor yang menentukan dalam penyelenggaraan
n. Semakin bagus dan lengkap fasili

syarakal pun gemakin mendapatkan rasa

Fasilitas sekold

pendidikan yang diberikan, maks M2
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an penuh dalam
k!puaian Herkail d‘ngan fa!llllﬂﬁ swasla dlbu‘"kﬂn HEWEI’TBI"!Q P

menyediakan fasilitas pendidikan.
Tabel IV.23 Keterlibatan Swasta dalam

Penyediaan Fasilitas Belajar ( %)

Valid Cumulative
Frequency | Percent | Percent : Percent
PSR s| 333 333 | 333
bebas 933
bebas 9 60.0 60.0
i 6.7 100.0
bebas 1 6.7 |
Total 15 100.0‘ 1000 |

Sumber . diolah dan kuesioner. 2008

Kemampuan swasta dalam menyediakan fasilitas belajar tentu saja berkait
dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Selain kemampuan finansial,
kemauan untuk menyediakan fasilitas belajar juga tergantung pada komitment

lembaga swasta dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang
disediakan

Berkail dengan hal di atas, fasilitas belajar sekolah swasta masih sangat
beragam. Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan
yang memiliki kemampuan finansial dan komitmen yang besar terhadap mutu
pendidikan, cenderung mendapatkan fasilitas belajar yang relatif bagus. Dalam
konteks ini, jika dibandingkan kualitas sarana belajar yang ada,

_ sekolah negeri
relatif lebih bagus dibandingkan dengan fasilitas belajar sekolah

swasta,

Harga pendidikan merupakan sejumlah biaya ya
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan
pendidikan ini, pihak swasta diberi kebebasan untuk m
pendidikan bagi peserta didiknya. Jawaban responden  kebebasan Sin
menetapkan harga pendidikan ini digambarkan dalam table berikyt -

NG harus dibayar oleh
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Tabel IV 24 Kewenangan Pihak Swasta dalam
Menetapkan Harga Pendidikan (%)

Valid Cumulative
Frequency | Percent = Percent  Percent
Valid cukup T » a7
bebas 1 6.7 -
Bebas g 600 60.0 66.7
e - 333 100.0
Total 15|  100.0 100.0

Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Berdasar data di atas dapat digambarkan bahwa intinya responden
menyatakan bahwa swasta mendapatkan kebebasan dalam menentukan bn.asaran
biaya pendidikan. Besaran biaya pendidikan untuk sekolah Iswasta di kota
Tangerang sangat bervariasi. Variabel yang ikut mempengaruhi besaran bDiaya

pendidikan ini berkait dengan fasilitas, prestasi sekolah, ljokasi sekolah, dan lain-
lan.

Proses belajar mengajar tidak selamanya dilaksanakan di sekolah saja.

Proses belajar mengajar yang bersifat praktikum selain dilakukan di laboratorium
aj 3 - g -
sekolah dapat juga dilakukan di laboratonum milik instansi lain baik swasta maupun

pemerintah.

Berkait deng
keterampilan praktik, Kena sama
saty program dalam pengembangan
menggambarkan kewenangan swasta
kerja sama dengan institus! lain.

an upaya sekoiah untuk melengkapi PNWW dan
dengan institusi yang berkompeten menjadi salah
pendidikan di setiap sekolah. Tabel berikut
ymmmgdollpwidiwnm'ﬂukmohhukm
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Tabel IV.25 Kewenangan Swasta
Dalam Melakukan Kerja Sama (%)

Valid Cumulative
Frequency ‘ Percent Percent | Percent
il Setiiap 12| 8oo| 800 80.0
bebas
bebas 3 20.0 20.0 100.0
Total 15| 100.0|  100.0

Sumber © diolah dari kuesioner, 2008

Berdasar data di atas, semua responden pada intinya menyatakan bebas
dalam menentukan kerja sama dengan institusi lain demi meningkatkan pelayanan
publik di bidang pendidikan. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak sekolah
biasanya dilakukan dengan melibatkan dunia industri dan dunia usaha Kedua
institusi tersebut memberi nilai tambah bagi sekolah terutama menyangkut
pembentukan kompetensi minimal setelah siswa pada level tertentu menamatkan
jenjang pendidikannya.

Waktu belajar yang ditetapkan oleh pemerintah cenderung menjadi panutan
bagi sekolah swasta. Swasta diberi kebebasan dalam menetapkan waktu belajar
selama masih dalam batas normative waktu belajar yang ditetapkan oleh
pemerintah. Waktu belajar yang ditetapkan cleh pengelola sekolah swasta cukup
beragam dari pagi dan siang saja.

Table IV.26 Kebebasan Swasta dalam
Menetapkan Waktu Belajar (%)

Valid Cumulati
Frequency ‘ Percent | Percent PerL::I:rt:re
Valid cukup 12 |
bebas . 800 80.0 80.0
bebas 3 20.0 200
Total 15| 1000 100.0 Sop
Sumber : diolah dari kuesioner, 2008

Dalam perkembangan dinamika masyarakat, wakty bel

lerbatas pada pagi dan siang hari. Dalam konteks

telah mencoba untuk menerapkan waktu belajar di m
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jar tidak hanya
ini pihak swasta sebenamya
alam hari. Inisiatif yang cukup
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modatif im
ako 1 l. sebenarnya menarik untuk ditindaklajuti oleh
pembuat kebijakan di Kota Tangerang
dimanfaatkan oleh peserta '

pemerintah sebagal
i lde waktu belajar malam han dapat
malam han dapat digunaka:!j::uiang bekerja ,di siang hari. Selain itu, jam belajar

mengurangi aktivitas para remaja putus sekolah
yang melakukan aktivitas berpotensi negatif di malam hari.

B.2. Dlmlensi Pemerintahan dalam Model Pelayanan Publik

Dimensi kedua yakni dimensi pemerintahan membedakan antara peran
pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat Peran pemerintah daerah yang
lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni - rentang tanggung jawab fungs
atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat
reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban, dan
tingginya derajat kontrol eksternal. Sementara itu, peran pemerintah daerah yang
kuat ditandai dengan beberapa indikator, yaitu : rentang tanggung jawab fungsi atau
kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
sitif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi yang diemban, dan derajat kontrol
yang terbatas. Peran pemerintah daerah ini sebenarnya mencerminkan

po
eksternal
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan

menunjukkan peran dan inisiatif pemerintah yang lebih dominan. Pola ini biasa
disebut positive mode of operation. Dalam pola ini, pemerintah daerah memiliki
insiatif awal untuk menyediakan pelayanan publik dan menggerakkan potensi
daerah. Tentu pola ini berbeda dengan reactive mode of operation yang
menempatkan pemerintah daerah untuk semata bereaksi terhadap perkembangan

penyediaan pelayanan publik yang {erlebih dahulu disediakan oleh potensi daerah

lainnya seperti masyarakat dan pasar.

ban oleh daerah menyangkut hak untuk mengatur
pestuun. Dengan demikian, daerah dapat memiliki
berdasarkan aspirasi dan pilihan lokal

Otonomi yang diem
(regeling) dan mengurus (

kewenangan membuat send" kebijakan
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sekaligus memiliki kewenangan pula untuk menjalankan kebijakan tersebut
berdasarkan kearifan lokal. Jadi derajat otonomi yang diemban oleh daerah adalanh
tinggi untuk setiap urusan yang telah dilimpahkan kepadanya. Semua fungsi yang
dijalankan oleh daerah dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun dan
mensahkan kebijakan yang dibuat sendiri sekaligus diimplementasikan sendiri oleh
daerah.

Dengan cara represif ini, daerah dapat mengambil dan menjalankan
kebijakan berdasarkan aspirasi dan pilihan Iokal terlebin dahulu sambil
melaporkannya kepada pemerintah pusat. Apabila terdapat sesuatu hal yang
dianggap keliru kemudian pemerintah pusat mengambil tindakan perbaikan. Jika
tidak ada tanggapan dari pemerintah pusat maka daerah terus dapat menjalankan
kebijakan yang telah dibuatnya sendiri. Hal ini berbeda dengan cara preventif yang
mensyaratkan adanya persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu sebelum
daerah menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri tersebut.

B.3. Dimensi Politik dalam Model Pelayanan Publik

Dimensi ketiga yaitu dimensi politik berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal
yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal
ini ada dua titik yang berbeda. Pada satu titk ada penekanan pada demokrasi
perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat
dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau
partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap
dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikannya dalam
pemilihan umum.

Pada titk yang lain, ada penekanan pada demokrasi partisipatif yang
mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Demokrasi partisipatif ini

biasanya
dijalankan dalam forum-forum demokratis yang dipandang sebagai

komposisi
esensial dalam pengambilan keputusan di daerah. Proses Pengambilan keputusan
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ini berada dalam korid "
. or kebijakan yang dilegitimasi melalui keberhasilan dalam
pemilihan (electoral)

Data penelitian menunjukkan bahwa aransemen politik telah berada dalam
bentuk demokrasi, lebih tepatnya adalah demokrasi perwakilan. Terlihat tidak ada
indikasi bahwa Kota Tangerang menerapkan demokrasi partisipasi langsung.
penyelenggaraan demokrasi perwakilan ini ditandai dengan adanya dua hal yang
berlaku sama.

Pertama, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang seluruh
anggotanya diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Jadi anggota DPRD
merupakan elected member yang merupakan wakil dar warga masyarakat di
daerah yang bersangkutan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum

berlangsung setiap lima tahun sekali sehingga keanggotaan DPRD juga memiliki

masa lima tahunan. Pergantian anggola DPRD dengan demikian berlangsung

secara serentak dan secara keseluruhan dalam periode tersebut. Dengan demikian,
mekanisme ini sulit menjaga kontinyuitas penyelenggaraan pemerintahan yang

diemban oleh DPRD.

RD ini dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai
membuat kebijakan dalam ruang lingkup fungsi atau urusan
daerah. Kewenangan pembuatan kebijakan ini merupakan
k untuk mengatur (regeling) dari setiap daerah
leh Undang-undang. Kewenangan membuat kebijakan
daerah dengan mengeluarkan sekian banyak
k memberikan pedoman kebijakan terhadap

Anggota DP
kewenangan untuk
yang dimiliki oleh
pengejawantahan dari ha
sebagaimana diamanatkan ©
ini telah dijalankan oleh setiap
peraturan daerah (perda) untu
pepelayanan publik dan pembangunan di daerah.

m penyelenggaraan olonormm daerah
mbuat dan menjalankan kebijakan.
anifestasi dari hak untuk mengatur

Tugas utama Kepala Daerah dala

lerletak pada kewenang sy
Kewenangan membual kebijakan merupakan
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(regeling) seperti yang dijalankan pula oleh DPRD. Namun, kebijakan yang menjadi
kewenangan Kepala Daerah berada pada tingkatan kebijakan yang lebih rendah
daripada kebijakan yang dibuat oleh DPRD. Kebijakan dalam kerangka pengaturan
ini diwujudkan dengan dikeluarkannya banyak Keputusan Kepala Daerah

Selain berwenang untuk membuat kebijakan, Kepala Daerah juga memiliki
kewenangan untuk menjalankan kebijakan. Kewenangan Ini merupakan
pengejawantahan hak daerah untuk menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri
atau yang secara eksplisit diungkapkan dalam undang-undang sebagal hak
mengurus. Dalam menjalankan kewenangan ini, sebenarnya terkandung maksud
bahwa Kepala Daerah mewakili masyarakat untuk mengurus dirinya sendirl yang
mencakup segala urusan atau fungsi masyarakat dalam kerangka otonom| daerah,
Dalam menjalankan kewenangan ini, Kepala daerah dapat melaksanakannya dalam
dua bentuk, pertama adalah penetapan keputusan pelaksana dari kebijakan daerah,
baik dan Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, Bentuk kedua dari

pelaksanaan hak mengurus ini adalah mengkoordinasi implementasi kebijakan yang
dijalankan dengan cara memimpin birokrasi lokal.

Beberapa narasumber penelitian mengungkapkan bahwa bentuk demokrasi
perwakilan lebih layak dijalankan untuk mewujudkan demokrasi dengan
mempertimbangkan |uas wilayah dan jumlah penduduk. Namun demikian, ika
penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah berarti partisipasi
masyarakat dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri maka bentuk demokrasi

perwakilan yang dijalankan masih dianggap kurang partisipatif,

B.4. Analisis Pembentuk Model Pelayanan Publik

Berikut ini akan dilakukan perhitungan statistik untuk mengetahui factor
pembentuk model pepefayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
G yaan Kota Tangerang. Seperti telah dilelaskan pada bab metodologi
penelitian, bahwa model pepelayanan publik dalam penelitian ini dicoba dibentuk
dengan menggunakan beberapa parameter. Parameler Pembentuk  model
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pelayanan publik d
\antaranya peran pemerintah, peran lembaga swadaya

masyarakat, peran legislative, dan peran swast
a

. . Pa pertanyaan berkait dengan dimensi politik, dimensi
keterwakilan, dimensi pemerintahan Kesemua dimensi tersebut merupakan factor
pembentuk mode! pelayanan publik seperti yang dikenalkan oleh Steave Leach,
dkk Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan Analisis Of Varnance dua arah
disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel IV.27 Hasil Perhitungan Model Pelayanan Publik

Faktor . Subset |
Pembentuk N 1 | 2
pestyAYasan: 64| 3.1604
sosial
Tukey peran LSM 64| 32656 3.2656
islatif .3052 :
HSD(a.b.c) Eeran legisiali 64 | 3.30 3.3052
o 120 | 3.4969
pemerintah
Sig. 040 006
dengan SPSS versi 12

Sumber : hasil perhitangan Anova
g anova dua arah dapat dijelaskan bahwa model

pelayanan publik yang didominasi oleh peran pemerintah masih besar. Nilai peran
pemerintah masih menempati urutan tertinggi yaitu 3.4969. Selanjutnya diikuti oleh

peran legislative, lembaga swa n swasta. Nilai dari ketiga factor
n ]

D tah memiliki rerat
pembentuk selain pemennta .
bahwa peranan ketiga lembaga {ersebut dalam menentukan model pelayanan publik

kurang lebih sama.

Berdasar pada hasil hitun

daya masyarakat, da
2 hampir sama. Hal tersebut berarti

= erintah sebesar 3.4969 permakna bahwa pepelayanan publik

Nilai peran pem o oleh pemgﬁntah. Jika makna tersebut dikaitkan

masih didominas We cach tentand model pelayanan publik, maka dapat

dengan gagasan Steav pelayanan publik  bidang pendidikan yang
disimpulkan bahw2 made
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diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mengacu

pada model tradisional birokratik.

Ciri-ciri model pelayanan publik yang dikenalkan oleh Leach, dkk, secara

mutlak ditemukan dalam penelitian ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

merupakan representasi dar pemerintah daerah yang menyediakan dan

menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan. Berdasar cakupan fungsi
yang dijalankan, data yang berhasil dihimpun dari lapangan menunjukkan bahwa
dinas tersebut masih menyediakan sarana dan prasaranan belajar dan berbagai
tingkat pendidikan, pemerintah secara dominan mengatur proses pembelajaran di
sémua sekolah, serta pemerintah memberikan bantuan kepada semua sekolah.

Data berikut menunjukkan ringkasan akumulasi peran yang dilakukan oleh
Institusi yang berkait dengan pelayanan publik. Data ini dapat digunakan untuk
melengkapi hasil analisis data kuantitatif di atas, sehingga dapat memperteguh
tentang model pelayanan publik bidang pendidikan yang saat ini sedang
berlangsung di wilayah Kota Tangerang.

Table IV.28. Rekapitulasi Peran Institusi
Dalam Penyediaan pelayanan Publik

Kategori Jenis Kegiatan | Peran Peran DPRD | Peran Peran
Diknas Yayasan LSM

Penyediaan | Menyediakan Ya Ya
Layanan sarana belajar,
Publik secara | Menyediakan Ya Kurikulum
langsung kurikulum, local

menyediakan Ya Ya

buku ajar,

Menyediakan Ya Ya

gury

Akreditasi Ya Tidak

Data base Ya Tidak

sekolah

Lokasi Sekolah | Ya Ya

Kerja sama Ya ya
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regulasi pendirian e
Pendidikan ] sekolah ;ZL:'E;! IE;r;‘as
Penetapan Ya '
kurikulum |
Seragam Ya |
sekolah
Penetapan Ya . va
buku ajar
Penetapan Ya Ya
criteria calon
siswa
Penetapan Ya Ya
biaya
pendidikan
Penetapan Ya Ya
criteria guru .
Penetapan Ya Tidak
waktu belajar .

Pengesahan | Kecil
kebijakan
Tidak

masukan |

' Bantuan Pemberian Ya Membahas | Tidak M:n:amp
idi i tif penetapan aikan

sl ;E:‘Ir.tl:;rian Ya anggaran Kecil aspirasi

beasiswa

Bantuan sarana | Ya Kecil

belajar

——————

Sumber : Data Olahan, 2008

Implikasi dari model pelayanan publi
hal diantaranya, pettama, sekolah kurang mampu

ksplorasi potensi yang dimiliki ke dalam kurikulum sekolahnya Hal ini berarti
:ehrfe :‘:‘“p desentralisasi pendidikan pada tataran yang lebih sempit belum bisa
ahwa ko ‘
dijalankan oleh satuan kerja sekolah yang dilakukan oleh masyarakat.

k secara langsung oleh pemerintah

tersebut mencakup beberapa

pelayanan publik yang demikian menyebabkan terjadinya

i mengikuti dan menjalankan

biaya transaksi social yang tinggi. Masyarakat m?s“ I:: enn:h Jica
" : dan aturan main yang telah ditetapkan i :

berbagai prosedur < okiaten (e fisipasi masyarakat dalam menyediakan

dikaitkan dengan pen SR dapat dipastikan bahwa masyarakat akan

pelayanan bidang pendidikan. ntah.
terjebak dalam permainan birokrasi Pere"

Kedua, model
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C. Arah Model Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Tangerang

Berikut disajikan hasil analisis data yang dapat digunakan untuk
menggambarkan arah model pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang. Arah model pelayanan publik ini dilakukan dengan
Cara membandingkan nilai yang diperoleh dari setiap model yang sama-sama
memiliki peluang untuk dikembangkan di Kota Tangerang.

Berdasar nilai Levene dapat dijelaskan bahwa data sample memiliki variasi
Variasi ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar 0.003. Nilai ini masih di bawah
0.005. Setelah diketahui data memiliki variasi, selanjutnya dapat dilakukan
penghitungan analisis vanan untuk mengetahui efek dari tiap-tiap subjek penelitian.

Hasil uji Levene menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 2.635 dan
siginifikansi 0,003 menunjukkan bahwa terdapat variance sample penelitian.
Dengan demikian, asumsi analisis anova dapat diterima dan perhitungan analisis

variance untuk mendapatkan perbedaan model

pelayanan publik dapat
dilaksanakan

Berdasar perhitungan uji antar subjek dapat dilihat intersep 10224912 dan
siginifikansi di bawah 0.05, corrected model memiliki intersep 1.967 dan signifikansi
0.017 (di bawah 0.05). Oleh karena signifikansi berada di bawan 0.05, maka dapat
disimpulkan secara statistik bahwa terdapat perbedaan antara model pepelayanan
publik. Sementara itu, nilal adjusted R square 0.45 menunjukkan aj bahwa

variabilitas model pelayanan publik yang dijelaskan oleh faktor pembentuk
pelayanan hanya sebesar 45.

Berdasarkan perhitungan Tukeys diketahui bahwa terdapat perbedaan
secara signifikan antara model tradisional birokratis dengan model residual
enabling, onentasi komunitas, dan oritentasi pasar. Secara statistik perbedaan
tarsebut dapat dilihat dari nilai signifikasi di bawah 0.05. Perbedaan antar model
pelayanan publik tersebut tidak begitu besar jika dilihat dari nilai perbedaan rata-
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